
BUPATI UALA.IIO
PROVITSI JAWA TIXT'R
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TEITTAITG
SISTEU XESEHATA]T I{AAI'PATEIT UALAI{G

DEITGAIT RAH AT TUHAIC YATG AHA ESA

BI'PATI IAUUTG,

Menimbang: a

b

c.

d.

bahwa penyelenggaraan urusan kesehatai di Kabupaten
Malarg mempunyai peran strategis daiam meningkatkan
kualitas hidup, pembalgunan sumber daya -aorri" d"r,
kesejahteraan masyarakat;
bahwa pembangunan kesehatan secara menvelunrh
diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal umum dan ipesifik
sesuai dengar determinar sosial ekonomi budaya dengan tata
kelola yarrg efektif, efisien, produktif dan trarsparan dengan
melibatkan seluruh komponen yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaar kesehatan dalam Sistem Kesehatan
Daerah;
bahwa prelaksana Sistem Kesehatan Nasional sebagaimana
dimal<sud dalam Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2Ol2
tentang Sistem Kesehatan Nasional, adalah pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatar Kabupaten
Malalg;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 195O tentalg pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), sebagaimana telal diubah dengan Undang-
Undarg Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerai Tingkat Il Surabaya
dengan mengubai Undang-Undang Nomor l2 tahun 19j0,
tentang Pembentukar Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Ba-rat
dart Daerah Istimewa Yogral<arta (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat: I
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun l9g4 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembararl Negal-a Repubtik
Indonesia Nomor 3272);

4. Undarg-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
(l€mbaran Negara Republik Indonesia tahun tggz ttomo. to,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 199g tentang Kesejalteraan
lanjut Usia (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 190, Tambahal L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3796 );

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan t embaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentant Siotem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l-€mbaran Negara Nomor 4421).

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jarninan Sosial Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2004 Nomor l5O, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4456J;

9. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2OOZ tentang Rencana
Pembargunan Jangka Panjang Naaional Tahun 2OOS - 2025
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 33,
Tambahan Iembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 47OO);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penalggulangan Bencara (L€mbarar Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

1 l. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan l€mba-ran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan
Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 5038);

13. Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dar Pengelolaar Lingkungan Hidup (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 140, Tambahan
Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor SO59);

14- Undang Undarg Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO9 143,
Tambahan lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 5O62);
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15. Undang-Undarg Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatar(Lembaran Negara Republik Indonesia fit rn iOOg
Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50631;

16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20O9 tentang Rumah Sakit(Iembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 
ZOOS

Nomor 153, Tambahar Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O1l tentang Badan
Pengelola Jarninan Sosial (I_€mbaran Negara iepublik
Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 116, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

18. Undang-Undang Nomor 23 Talun 20 l4 tentang pemerintalan
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone$ia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubal beberapa kali,
terakhir dengari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlJ tentalg
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan temtaran tiegara
Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentalg
Penanggulalgan Wabah penyakit Menular (l,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 49, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 199g

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (I,e
Negara Repubtik Indonesia Tahun 199g Nomor I38J;

22. Peraturan Pemerintal Nomor g2 Talun 2OOl tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153. Tamba}lan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang
Keamanan, Mutu dan Gisi pangan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O7);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentarg
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 67. Tambahan

tentang
mbaran

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 20OS ten tang
Pengelolaan Keuangar Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Talun 20O5 Nomor 14O Tambahan Iembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 4S7g);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelava-nan
Minimal (L€mbaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2005
Nomor 150, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45851;
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26. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentarg
Pedoman pembinaan dan pengawasan penyetenggaraar
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara falu" nEpuifit
Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan kmbararr Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dar Ungkungan perseroan Terbatas
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 89,
Tambaian le mbar.an Negara Republik Indonesia Nomor
s30s);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 tentarg
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan tembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentanB
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentarg Narkotika (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5419);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
lnformasi Kesehatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5542);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OI4 tentant
Kesehatan Reproduksi (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan l_embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5559);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol4 tentang
Kesehatar Lingkungan (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55701;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2Ol5 tentang Tata
C€'ra Pengumpulan darl penggunaan Sumbangal Masyarakat
bagi Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2015 Nomor 53 Tambahan l-€mbaran Negara
Republik tndonesia Nomor 56771;

34. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2OOg tentang pekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahal lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5044);

35. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 193);

36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan
Kesehatan (l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29), sebagaimara telah diubah dengar peraturan
Presiden Nomor 1 11 Tahun 2013 tentarg Jaminan Kesehatan
(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 2SSl;

t
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37. Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 20l4
Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi

tentang
Jaminan

Kesehatar Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama
Milik Pemerintah Daerah;

38. Peraturan Presiden Nomor g7 Tahun 2Ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentarg
Pembentukan Peraturan perundang_undargan;

39. Peraturar Menteri Tenaga Kerla Nomor: per, 05/MEN/1996
tenta.r'rg Sistem Manajemen Keselamatan dal Kesehatar Ke!.a;

40. Fe.aturan Menteri Kesehatan Nomor: 74I/MENKES /rT]R/tU/2@g
tentang Standar Pelayanan Minirnat Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

41. Peraturan M€nteri Kesehatan Nomor: 317/MENKES lpFjR/llt/2}l}
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatar Warga Negara
Asing di Indonesia;

42. Feraturan Menteri Kesebatan Nomor: 374/MENKES/PER/m/2010
tentang Pengendalian Vektor;

43. Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 4t lilMENKES IPf;R/ /2OtO
tentang l,aboratorium Klinik;

44. Feraturan Mearteri KesetEtan Nomor: O28/MENKES /per/I/2O11
tentang Klinik;

45. Peraturan Msrteri Keehatan Nomor 1171/MENKES /Fr.jr/Vl/2}ll
tentang Sistem lnformasi Rumah Sakit;

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: OO1/MENKES IFER/lll 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2Ol2 tentang
Industri dan Obat Tradisional;

48. Peraturan Menteri Kesehatar Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentants
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk Jasa Pelayaran Kesehatan dan Dukungar Biaya
Operasiona.l pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertarna Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 589);

51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Ta_hun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
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52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasilikasi dar perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Talrun 2Ol4 Nomor 1221);

53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Z9 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan pelayanan Geriatri di Rumah Sakit (Berita
Negara Republik tndonesia Tahun 2014 Nomor 1752);

54. Keputusan Menteri Kesehatar Nomor: l28/MENKES /SK/1II2OO4
tentang Kebijakan Dasar pusat Kesehatar Masyarakat:

55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 66,6/MENKES /SK/V.|/2OOI
tentang Klinik Rawat Inap pelayanan Medik Dasar;

56. IGputusan Menteri Kesehatan Nomor: SS2/MENKqS /s,K/IX/2ctr,8
tentang Strategi Nasional Salitasi Total Berbasis Masyarakat;

57. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kesehatal Nomor 15 Tahun 2O1O dan
Nomor: 162/MENKES I pB / I / 2O1O tentang pelaporan Kematian
dan Penyebab Kematian;

58. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2O06
tentang Perencaraan pembangunan Desa (kmbaran Daerah
Tahun 2006 Nomor 13/E);

DeDSan PcrsctuJuaE Bcrramr

DEWAIT PERWAI(ILAX RAI(YAT DAERAH XABUPATEIT ALAITG
daa

BI'PATI XALITITG

IEMI.ITUSBAX:

Menetapkan: PERATURAII DAERAII TEIITAIIG SISTEM KESIEEATA
XABIIPATEIT MAL/IITG.

BA.B I
BETEI|TUAIT UUT' T

PasI 1

Dalan Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Ma.lang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
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4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yarrg selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan perwakilan naf<yat Oaerafr fatupiten
Matang.

5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Keia perangkat Daerah yang terdiri 

"dari

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Setretariat Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerai, Satuan polisi pamong praja, Kelurahan dan
Kecamatan.

6- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yarg memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosia.l dan ekonomis.

8. Sistem Kesehat r Nasional, yarrg selanjutnya disingkat SKN
adalah sistem pengelolaaa kesehatan yang diselenggarakar
oleh semua komponen bangsa Indoneaia secara te.p"au dan
saling mendukung guna menjamin tercapainya dera-jat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggtnya.

9. Sistem Kesehatan Kabupaten Malang, yang selanjutnya
disebut SKK Malang adalal suatu tataran atau sistem yang
menghimpun berbagai upaya pemerintal daerah, masyarakat,
maupun swasta di lhbupaten Malang yang terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
yarlg setinggi-tingginya.

10. Upaya kesehatan adatah setiap kegiatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan yarrg ditakukan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat.

11.Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
UKM ada.lah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerinta}
Daerah dan/atau masyamkat s€rta swasta untuk memelihara
dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan mengurangi
timbulnya masalah kesehatar di masyarakat.

L2-Upaya Kesehatan Perorangan, yalg selanjutnya disingkat UKp
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oteh pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta swasta untuk
memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan.

13- Upaya Kesehatan Kegawatan dan Daruratan, yang selanjutnya
disingkat UKKD adalah setiap upaya kesehatan untuk
menyelamatkan jiwa (Efe saving) marusia, mencegah
kegagalan fungsi organ, dan/atau untuk mencega_h kecacatan
lebih lanjut.

14. Upaya Kesehatan Berbasis Masya-rak at, yang selanjutnya
disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang diprakarsai,
direncanakan dan dilaksanakan oleh dart untuk masyarakat
sedangkan peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.
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15. Sumberdaya Kesehata_n adatah segala bentuk dana, tenaga,perbekalal kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan
serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang
dimanfaat]<an untuk menyelenggarakan upaya keselaLn.-

16. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya petayanan
kesehatan perorangan tingkat dasar maupu.rti.rgt ai taliutar,
baik promotif, preventif, kuratif maupun .etra-bilitatii yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dal/atau
masyaiakat.

17. Fasjlitas Kesehatan Tingkat pertama, yang selaljutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan y.rrg h..ry" .i"-p,l
memberikan petayanan kesehatan dasar, meliputi
dokter/dokter grgr praktek pribadi, Klinik prata-ma,
Laboratorium Klinik pratama, atau puskesmas.

18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lajrjutan, yang selanjutnya
disingkat FKTL adalah fasilitas petayanan yang memiunyai
kemampuan memberikan petayanart tesetratan sfeSafis
terbatas dan/atau sub spesialis tuas, meliputi Klinik Utama,
Rumah Salit, Rumah Sakit Khusus berbagai kelas (D, C, B,
dan A).

19. Tenaga Kesehatan adalalr setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampil,an melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu rnemerlukan kewenaagan
melaku kar upaya kesehatan.

20. Pusat Kesehatan Masyaral<at, yang selarjutnya disingkat
Puskesmas adatah Unit pelaksa-na Teknis (UpT) pada Dinas
Kesehatsn yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatsn di satu atau sebagian wilaya_h
Kecarnatan.

21. I-aboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Labkesda, adalah Unit pelaksana Teknis (Upl) pada Dinas
Kesehatar yang melalsanakan pengukuraa, penetapar dan
pengujian terhadap bahal yang berasal dari manusia atau
bahan yang bukan berasal daji manusia untuk penentuan
jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau
faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan
dan masyarakat.

22. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjarg medik, dan
rehabilitasi medik.

23. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatar yarg
menyelenggarakar pelayaaan kesehatar perorangan yang
menyedialan pelayalan medis dasar (pratalna) dan/atau
spesialistik (Ktinik Utarna) oleh lebih dari satu jenis tenaga
kesehatan dan dipimpin oleh tenaga medis.

DlYllfrsdlet*ffii&d.6
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24. Desa/Keluralan Siaga adalah Desa/Kelurahan yang memiliki
kesiapan sumberdaya dan kemampuan untuk menlegah dal
mengatasi masalai_masalal kesehatan antara lair PHBS,
kesehatar ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat,
kesehatar lansia, bencana, kegawatdaruratan, KLB penyakit
Menular, Sanitasi, penyediaan air bersih, pelayaran
kesehatan dasar tertentu secara mandiri demi mewuiudt<an
desa sehat.

25. Masyamkat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah
Kabupaten Malarg.

26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai su-bei -atapencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasa_r yarg layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

27. Orang tidak mampu adalah setiap orang yang mempunyai
sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang han5,a
mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun Udak
memiliki kemampuan dalam memenuhi pelayanafi kesehatar
atau tidak marnpu membayai Iuran bagi dirinya darl
keluargalya di wilayah Kabupaten Malang.

28. Organisasi Profesi adalah setiap asosiasi jabatan tenaga
kesehatan yarg ada di Kabupaten Malang.

29. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi datam pembarBunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yarg berdasarkan
Parcasila.

30. Pemberdayaar Masyarakat adalah upaya memfasilitasi proses
Frembelajaran sehingga masyarakat memitiki akses terhadap
informasi, mendapat kesempatan da.lan mengemukakan
pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan,
pemecahan masalah kesehatan yang dia.lami atau tedadi pada
individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.

31. Swasta adalah setiap komponen penyelenggata upaya
kesehatan non-pemerintah di wilayah l(abupaten Malang

32. Dunia Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang
melakukan kegiatal untuk mendapat_t<an keuntungan.

33. Kabupaten layak Anak adalah upaya pemerintah Daerah
bersama masyarakat untuk memberikan kesempatan, kondisi
lingkungan dan bantuan yang dibutuhkal dalam
mewujudkan anak dapat tumbuh-kembang secara a1ami,
wajar da.Ir tanpa adanya gangguan kekerasan, penyakit
dan/atau kekurangan nutrisi yang dibutuhkan.
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34. Pelayanan Obstetri Neonata.t Emergensi Dasar, yangselanjutnya disebut PONED adalah p"trv"r"r,
kegawatdaruratan kebidanan dan neonatat eme.gensi iasar
yang mampu diselenggarakall oleh puskesmas Rawat Inap.

35. Pelayalan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif, yang
sel,anjutnya disebut PONEK adalah peLayanan
kegawatdaruratan kebidanan da-n neonatal .-.rg.rr"i tilr$rt
Ianjut yang melibatkan sekurang_kurangnya dokter spesialis
kebidanan dan Kandungan dan dokter spesialis a;ak di
Ruma}I Sakit.

36. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut poskesdes
adalah UKBM yang dibentuk di tingkat desa dalam rangka
mendekatkar/menyediakan pelayaran kesehatan dasar bagi
masyaral(at desa yang meliputi promotif, preventif, kuratif
yang dilaksane_kar oleh tenaga kesehatan (terutama bidan,
atau perawat) dengan melibatkan kader atau tenaga suka-rela-

37. Pondok Bersalin Desa yang selanjumya disebut polindes
adalah UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka
mendekatka:r/menyediakan pelayalan kesehatan ibu hamil,
bersalin, dan menyusui bagi masyarakat desa yang
dilaksalakan oleh bidan desa,

38. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut posyandu
adalah UKBM yang dibentuk oleh masyarakat pada tingkat RT
atau RW sebagai tempat pelayanan terpadu kesehatan,
meliputi kegiatan pelayanan peny.uluhan, imunisasi,
perbaikal gizi masyara-kat dengan sasaran utama ibu hamil,
balita, dan/atau orarg lanjut usia (t€nsia).

39. Orang la:rjut usia adalah setiap orang yang usianya lebih dari
dan/atau sama dengal 55 tahun.

40. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara frsik,
mental, da-n sosial secara utuh, tidak semata_mata bebas dari
penyakit atau kecacatan yang berkaital dengan sistem,
fungsi, dan proses reproduksi.

41. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adatah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan
kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.

42. Pelayanan Kesehatan Tradisional adajah pengobatan
dan/atau perawatan dengan ca-ra dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keterampitar turun temurun secara
empiris yang dapat dipertarggungjawabkal dan diterapkan,
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

43. Air Susu lbu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI
Eksklusif ada.lah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan
dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
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44. Jaminan Kesehatar adalah janninal berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharln
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikaa kepada setiap orang yang
telah membayar iurar atau iurannya dibayar oleh pe-eri.rtafr.

45.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh
peserta, pembed kerja, pemeiintah dan/atau pemerintah
Daerah.

46. Bantuan Iuran Jarninan Kesehatan adalah pemberian
bantuan iuran jarninan kesehatan oleh pemerintah Daerah
kepada masyarakat miskin dan kuralg mampu diluar yang
sudah dijamin oleh pemerintah (APBN) yang dialokasikan
dalam DPA APBD setiap tahunnya.

47. Penerjma Bantuan Iuran Jamina:r Kesehatan, yarrg
setanjutnya disebut pBI Jarninan Kesehatan
fakir miskin dan/atau orang tidak mampu se

adalah orang
bagai peserta

program jaminar kesehamn.
48. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untqk
menyelenggarakan prograrn jaminan sosial.

49. Pembiayaar kesehatal adalah upaya penggalian,
pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan dari
berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, swasta atau
bantuan luar negeri) secara terpadu dan saling mendukung
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan.

50. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalarn
Angga-ran Pendapatan darr Belanja Daeral kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Atokasi Khusus_

51. Anggaran Pendapatan dar Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangal tahunan
Pemerintahan Desa.

52. Badal Layarlan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD atau unit keda pada SKPD di tingkungan
Pemerintah Daerah yarlg dibentuk untuk memberikan
pelayalan kepada masyarakat berupa penyediaan barant
dan/atau jasa yang dljual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produkivitas.

53. Rujukan Kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat yang
dilakukan secara timbal baIik, baik vertikal maupun
horisontal- Rujukan kesehatar masyarakat dibedakan atas
tiga aspek, yalni: rujukan sarana, rujukan teknologi, dan
rujukan operasional-
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54. MalGnan dan minumar adalah segala sesuatu yang berasa-ldari gum6.. hayati dan air, baik y"ang a.rJ ,i."p""i'tii"tdiolah yang diperuntukan sebagai' mJkanan ;;;;";
bagi konsumsi manusia termasuk baharl tambJan , ;;..
!1: _* bahan 

. 
lainnya yang digunakan dal"rn 

' 
;;sespenyrapan, pengolahan dan atau pembuatan mal<anan.

55. Sediaan Farmasi adalah obat, reagen, bahan obat tradisional,
darl kosmetika.

56. Alat Kesehatan adalah instrumen, mesin dal/atau implanyarg tidak mengandung obat yalg digunalan uituk
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit, memulihkal kesehatai pada
ma-nusia, dan/atau membentuk struktur dan -"*p"riulkifungsi tubuh.

57. Obat adal:.L baha-n atau paduan balan, termasuk produk
biologi digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi datam rangta penetapan
diagnosis, pencegalan, penyembuhan, pimulihan,
peningkatal kesehatan dar kontrasepsi untuk manusia.

58. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan baha:r yang
berupa tumbuhan, bahal hewan, bahan mineral, sediaan
sariar (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang
secara turun temurun tetah digunakan untuk pengobatan dan
dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat.

59. Kejadian Luar Biasa penyakit Menular, yang setanjutnya
disebut KLB Penyakit Menular adalah timbulny atau
meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang
bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam
kurun waktu tertentu yang disebabkar penyakit menular
tertentu.

60. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang
sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi
tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan
kondisi yarg mempengaruhi terJadi peningkatan dan
penulaJan atau masalah kesehatan untuk memperolah da!
memberikan informasi guna mengarahkal tindakan
pengendalian darl penanggula_ngan secara efektif dan efesien.

61. Perilaku Hidup Bersih darr Sehat, yang selanjutnya disingkat
PHBS adalah perilaku individu atau masyarakat 5ralg
diharapkan agar mencapai derajat kesehatan yalg optimal

62. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayaran yarlg harus dipenuhi dalam
memberikan pelayanan kesehatan-

63. MiLlenium Deuelopment GoaLs, yang selanjutnya disebut MDGt
adalah komitmen nasional da]l global untuk mengurangi
kelaparan, menjamin pendidikal dasar, menghapus
perbedaan gender, menurunkan Angka Kematian gavi dalr
Balita serta meningkatan akses terhadap air bersih.



64. Pengarusututamaan gender adatah suatu strategi
mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan
dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dimulai dari
perencanaan, pengarggaran, pemantauan dan evaluasi.

65. Pengarusutamaar l,anjut Usia adalair suatu strategi
perspektif manusia lanjut usia yang membutuhkal perlakuan
khusus untuk memperoleh akses pelaya:ral kesehata:r yang
bermutu.

66. Tempat Kerja adalah ruangar atau lapalgan tertutup atau
terbuka, bergeral atau tetap dimana tenaga kela beke!.a,
atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber_
sumb€r bahaya.

67. Telcrologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau
metode yang ditujukar untuk membantu menegakkan
diagnosa, pencegahan dan penairgararr permae€.lahan
kesehatan manusia.

t3

BAB II
AXSI'D, TU.TUAT DAIT SASARAX

Baglan Koratu
DleLrud

Pit l2

SKK Malang dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan dan
penyelenggaraan kesehatar baik oleh pemerintah daerah, swasta
maupun masyaral<at dan merupakan dasar ;rengembanga:r
kebijal<an pembangunan kesehatam.

Baglan Xedur
TuJuaa

Prlal 3

(1) SKK Malang menjadi acuan dalam penyusunan dan
pelaksanaal pembangunan kesehatan di Daerah yang dimulai
dari kegiatan perencanaan, penggerakan, pengarahan,
pelaksanaal, pengawasan, pengendalian dan eva.luasi
sehingga terwujud sistem kesehatan yarg efektif, transparan,
akuntabel dan bermutu, sesuai dengan tuntutan serta
kebutuhan masyara-kat.

(2) Tujuan ditetapka:rnya SKK Matang adalah:
a. terwrrjudnya masyarakat Malang yarg sehat dan produktif

secara sosial dan ekonomi;
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b. terarahnya kebijakar pembangunan kesehatan di
Kabupaten Ma.tarlg berbasis desa siaga, pengarusutamaan
gender, pengarusutamaan Lansia dan Kabupaten Layak
Anak;

c. terwujudnya peran serta maayarakat dan swasta dalam
pembargunan kesehatan di Daerah;

d. tercapainya percepatan tujuarr hograjn pembanguna:r
Nasional;

e, tertnujudnya sinergitas potensi tiga pilar penopang
pembangunan kesehatan di daerah, pemerintah Daerahl
Swasta dan Masyarakat seca-ra efektif dan efisien.

BaglaE Ketlgq
Sasara11

Paral 4

(1) Sasaran SKK Matang ada.lah seluruh pemalgku kepentingan
sebagai pelaku dalam penyelenggaraan pembangu.r"r, J".,
penyelenggaraal pelayanan kesehatan, meliputi:
a. Bupati dibantu SKPD terkait;
b, DPRD;
c. Penyeleoggara fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Klinik,

Puskesmas, Laboratorium Daerah, Klinik Diagnostik);
d. Badan Usaha Milik pemerintah dan Badan Usaha Milik

Daerah;
e. Organisasi Profesi;
I Institusj Pendidikan Kesehatan;
g. Organisasi Kemasyara-katan;
h. Badal Hukum Swasta;
i. Tokoh Masyarakat; dan
j. Unsur Masyarakat lainnya.

(2) Pelaksanaan SKK Maiang berfokus pada peningkatan perilaku
dan kemandirian masyajakat, profesionalisme sumber daya
manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa
mengesampingkal upaya kuratif dar rehabiltatii

(3) Terjalinnya koordinasi, sinkronisasi darr sinergitas yang
terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraal kesehatan
anta-r pemangku penyelenggara kes€hatan.

(4) Pelalsanaan SKK Malarlg sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memperhatjkar:
a. cakupan pelayanal kesehatan berkualitas, adit dal

merata;
b. tersedianya fasilitas kesehatan tingkat dasar dan tingkat

laljutan sesuai Standar petayanan Mirdmal;
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c. pemberi:rn pelayanar kesehatan yang berpihak kepada
ralq/at, pengarusutamaan gender darl p"argrrr",rt"_a a,
l,ansia;

d. kebijakan kesehatan masyara_kat untuk meningkatlan dan
melindungi kesehatan masyara-kat berbasis desa siaga;e. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pemban-gunan
kesehatan;

i inovasi atau terobosan ilmu pengetahuar dan teknologi
yang eLis dan terbukti bermanfaat datarn prenyelenggaraa-n
pembangunan kesehatan sec€rra luas, termasuk
penguatan sistem rujukan;

g. pendekatan secara global dengan mempertimbangkan
kebijakan kesehata-n yang sistematis, berkelanjutan,
tertib, dan responsif gender dan hak arlak;

h. dinamika keluarga dart kependudukan;
i. keinginan darr kebutuhan masyarakat;
j. epidemiologipenyakit;
k. perubahan ekologi dan lingkungan; dan
l. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan

Semangat persatuan dan kesatua],r nasionaj serta
kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

BAB III
ASAS DAIT PRIXSIP

Baglcn Xa.atu
Arer

Pqsal 5

SKK Malang dilalsanakan berdasarkar asas:
a. perikemarusiaan;
b. keseimbangan;
c. marfaat;
d. perlindungan;
e. penghormatal terhadap hal< dan kewajiban;
I keadilan;
g. gender dan non diskriminatif; dan
h. norma agama, etika dan hukum.

Bagla! Kedur.
Priaeip

Pr..l 6

SKK Malang dilaksarakan berdasarkan prinsip
a. dasar-dasa-c hak asasi manusia;
b. sinergitas dan kemitraan yang dinamis;
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c. komitmen dan tata pemerintahan
Governa ncel;

d. dukungal regulasi;
e. bersifat altisipatif dan pro al<tt
f. kearifan lokat;
g. sistem rujukan kesehatan.

yang baik (Cood

BA.B tV
RUAITG LII{GIfl'P

Paral 7

(l) Femerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan
kesehatan berdasarkan urusan wajib pemerintah Daerah,
sesuai ketentuan peraturan perundantan.

(2) Ruang lingkup penyelenggar€ran kesehatar sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) diatur dalam SKK Ma.lang, meliputi:
a. sub sistem upaya kesehatan;
b. sub sistem Penelitian dan pengembangarr Kesehatatl;
c. sub sistem pembiayaal kesehatan;
d. sub sistem sumberdaya manusia kesehatan;
e. sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
f. sub sistem manajemen, informasi da-n hukum kesehatan;
g. sub sistem pemberdayaan masyarakat.

Baglsn Keratu
Sub SistcE Ulr.ya NosGhataa

P.td a

(l) Tujua, upaya kesehatar untuk menjanin terselenggaranya
upaya pelayanan kesehatal yang aman, bermutu, efektif,
efisien, produktif, akuntabel, transparan serta mudah diakses
dan tedangkau.

(2) Bentuk pokok sub sistem upaya kesehatan terdiri atas 3 (tiga)
unsur utama:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKp); dan
c. Upaya Kesehatan Kegawatar dan Daruratan (UKKD).

(3) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan ketersediaar sumberdaya kesehata.n,
penggunaan iknu pengetaluan dan teknologi kesehatan,
diltlasifi kasikaa dalam:
a. strata pertama pada FKTP;
b. strata kedua, pada FKRTL (Rumah Sakit Kelas D dan

Kelas C; dal
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c. strata ketiga, pada FKRTL (Rumah Sakit Kelas B dan
Kelas A).

(4) Upaya kesehatan antar strata sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), didukung dengan sistem rujukal berjenjang, bait
rujukan pasien, rujukan sarana, maupun rujukan teknologi.

(5) UKM menjadi tanggung jawab pemerintah Daerai
diselenggarakan oteh UpT Dinas Kesehatan didukung oleh
Pemerintah dan peran aktif masyarakat serta pihak swasta-

(6) DukunBan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (S),
da.lam bentuk subsidi APBN.

(7) Pemerintah Daeiah mendorong dan memberi kesempatan
seluas luasnya kepada masyaral<at dan pihak swasta untuk
menyelenggarakan UKp sesuai ketentuan peraturar
perundang-undangan yang berlaku.

(8) Penyetenggaraan UKP oleh Fasilitas kesehatan yang dirniliki
dan dikelola Pemerintah Daeral berfungsi sebagai pemenuhan
hak dasar masyarakat, pelayanar kesehatan l,arisia,
dan/atau penyeimbang da.lam pelayanar publik dibidang
kesehatan.

Palal 9

(l) UKKD diselenggarakan untuk menjamin alses pelayanan
kesehatan bermutu bagi korban yang mengancam jiwa (life
sauing) dan penanggulangan kejadian luar bisa penyakit
menular, maupun bencana ]ang tidak diharapkan-

(21 Penyelenggara UKKD adalah Fasilitas kesehatan sesuai
dengan strata dan kompetensinya, sedangkal.l peran serta
masyarakat adalah untuk terw.ujudnya masyarakat yang
aman lsafe comtrutnity) metalui upaya upaya pencegahan.

(3) Semua penyelenggara fasilitas kesehatal wajib membuka
akses penanggulangan dan pencegahan korban kekerasan
ddam rumah tangga, tindak pidana dan korban trafi.cking
maupun korbal largsung dari KLB dan,/atau bencalla.

Prrrl 1()

(1) Dinas Kesehatan memiliki wewenang dan tanggung ja*,ab
untuk pengaturan, pengendalian darl pengawasan
penyelenggaraan UKM, UKP, dar UKKD termasuk pelayanan
pengobatan tradisionil darr altematif komplementer di Malarg
yang dilaksalakar oleh Pemerintah, pemerintal Daerah (UpI
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah), masyarakat
dan pihak swasta sesuai peraturan perundangan yang
berlalu.
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(2) Ormas melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan UKM
dan UKP dengan memberikan saran dan pendapat yang
konstruktil dan membangun untuk terwujudnya derajat
kesehatan masyaralat setinggi-tingginya.

Pasal 11

(1) Guna meningkatkan akses pelayanan UKp Strata Kedua,
Dinas Kesehatan dapat mengembangkan puskesmas
Perawatan di wilayah yang jauh dari jangkauan pelayanan RS
menjadi Rumah Sakit Umum Daeral (Kelas D).

(2) Pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah sebagaimala dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan
untuk peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat miskin
dan kurang mampu, dengan menyediakan tempat tidur
s€kurang-kurangnya 507o (lilna puluh persen) dari kapasitas
tempat tidur tersedia.

(3) Pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah sebagaimara dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kemampuan pembiayaan daerah darr sesuai
kebutuhan serta perkembargan sosial-ekonomi masyarakat.

(4) Pengembangan Puskesmas dan/atau l,abkesda diarahkan
untuk dikelola sebagai BLUD sesuai peraturan perundang_
undangan yang berlaku guna upaya meningkatkan mutu dan
akses pelayanan kesehatan.

BaglaB Kcdur
Sub Sl.ten Pclctltlaa drn PelrgcErbaagea XGr.hqtaD

Paral 12

(1) Penelitiar dan pengembangan kesehatan dilaksanaka:r untuk
menghasilkan ilmu pengeta_huan dan teknotogi yang
menunjang mutu pelayanan kesehatan di daerah-

(2) Pemanfaatan teknotogi kesehatan ha-rus menjamin kea-rnanan
dan keselamatan pasien serta ramah lingkungan guna
mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan produktif-

(3) Penelitian klinik yang melibatkan pasien sebagai obyek
penelitian harus memenuhi kelaikan etik dan mendapat
persetujuan pasien guna melindungi keamalal dan
keselamatan pasien.

(4) Penyelenggara fasilitas kesehatan harus melakukan penapisan
dan pengkajian teknologi lHealth Teclaroloqy Assessmen4
sebelum penerapan teknologj kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan yang dikelolanya.

or,egulsm*AILIxl!'re
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(5) Setiap penyelenggara fasititas kesehatan wajib melakukan
pengukuran Indeks Kepuasaa Masyarakat yang dilayali dan
lndeks Kepuasal Karyawan sebagai bagian dari jaminan mutu
pel,ayanan kesehatan.

Prrel 13

(1) Dinas Kesehatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah dapat
beke{a sama dengan lnstitusi Pendidikan, maupun pusat
Penelitian untuk keg.iatan penelitian dan/atau pembiayaan
penelitian.

(2) Penerapan llmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dari
hasil pengkajian darl penelitiar digunakar sebagai alat,
metode, pendekatan atau cara pikir da.lam pengambilan
keputusan pengembangan pelayanal kesehatan di daerah;

[3) Setiap pengembangan pelayanar kesehatar harus didukung
hasil kajian akademik dan/atau penelitian terapan yang
sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagl.a Kctlgr
Sub Sl.teta Pemblalrsan Nes€hstan

Perd 14

(1) Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan merupakan tatanan yarg
menghimpun berbagai upaya penggaliar sumber pembiayaal,
pengalokasian anggaran dan pemanfaatannya, baik yang
bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
pihak swasta dan/atau bantuan (hibah) dari datam negari
atau luar negeri untuk pembiayaan kesehatan di Daerah.

(2) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang mencukupi, teralokasi seca-ra adil
dan termanfaat-kal secara b€rhasilguna dal berdayaguna
untuk menjamin ters€lenggaranya pemba-ngunan kesehatar
agar meningkatkan derajat kes€hatan masyarakat setinggi-
tingginya.

(3) Dalam menjalankar fungsi pembiayaan kesehatan
sebagaimala dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
men]msun p€nghitungan biaya kesehatan lhbupaten (dlstnbt
feo.lth or@unl.

{4) Besar anggaran kesehatal Pemerintah Daerah dialokasikan
minimal l0o/o (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di tuar gaji.
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(5) Besaran angBaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanar publik
yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
angga.ran kesehatan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran
pada Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah tahun
bedalan.

(6) Priontas pemanfaatan 2/3 {dua pertiga) anggaran kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diguna_kan untuk:
a. pembiayaan UKP bagi masyarakat miskin dan kurang

mampu di lua-r PBI APBN;

b. pembiayaal Program UKM.
(7) Kegratan pembiayaan Program UKM sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut da-tam peraturan
Bupati.

P.5al 15

(1) Alokasi Anggaran UKP untuk biaya operasional puskesmas,

Labkesda dan Rumah Sakit Umum Daerah dibiayai metalui
mekanisme APBD sesuai dengan pendapatan layanan.

(2) Pembiayaan belanja modal untuk puskesmas, Labkesda
dan/atau Ruma-b Sal<it Umum Daerah sebagai investasi
publik oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan
kemampuan keualgan daerah.

(3) Bantuan (hibah) pembiayaan dari pihak swasta atau sumber
Lain yang sah kepada Dinas Kesehatan dajr/atau Rumah Sakit
Umum Daeral wajib dicatat dalr dibukukan s€rta
dialokasikan dalam DPA APBD.

(4) Puskesmas, ta.bkesda dan/atau Rumah Sal<it Umum Daerah
yang sudah ditetapkan sebagai Badan La.yanan Umum Daerah
dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan
peralatan medik atau kerjasama operasional lainnya_

(5) Pedoman telcris pembiayaan kesehatan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati-

Pasal 16

(l ) Setiap penduduk Daerah wajib menjadi peserta JKN.
(2) Kepesertaan sebagaimala dima-ksud pada ayat (l) dilakukan

secara bertalap sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemberi Keda wajit, mendaftarkan dirinya dan

Pekerjanya sebagai peserta Jarninan Kesehatan kepada BPJS
Kesehatan dengan membayar iuran.



(4) Pedoman teknis pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
miskin da]r tidat mampu di luar PBI APBN, diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Bagian K€empat
Sub Sistem Sumber Daya Manu8la Kesehatan

Pasal 17

(1) Tujuan sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah
tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan baik jumlah,
jenis, kualifikasi (kompetensi) serta pendayagunaan untuk
menjamin aksessibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu
sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatar pada Dinas
Kesehatan terutama pada pemenuhan tenaga kesehatan
sesuai standar kebutuhan yang ditetapkan;

(3) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun berdasarkan analisis beban keia, kemampuan
pembiayaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Daerah (SPM Puskesmas, l.abkesda, dan/atau SPM Rumatr
Sakit Umum Daerah).

(a) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menyusun
staldar kebutuhan tenaga kesehatan da],r informasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan, meliputi jenis, jumlah, dan
kualifrkasi fi enjang pendidikan) yang dibutuhkan.

(5) Semua tenaga kesehatan yang melaksanakan praktek profesi,
baik perorangan maupun kelompok di fasilitas kesehatan
wajib melniliki surat tanda registrasi, surat izin praldek
dan/atau surat izin kerja sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

(6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan
informasi database Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
bekela di fasilitas Kesehatan milik Pemerintal Daerah
(Puskesmas, Labkesda, Rumah Sakit Umum Daerah), Fasilitas
Kesehatan milik Swasta (Klinik, Laboratorium
Klinik/Diagnostik, Rumah Sakit), Institusi Pendidikan
Kesehatan, dan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatar.

(7) Semua pimpinan penyelenggara fasilitas kesehatan milik
pemerintah daerah, maupun milik swasta serta lnslitusi
Pendidikan Kesehatar di Kabupaten Malang wajib
menyampaikan pembaharuan lupdatiql d.ataba.se ter.aga
kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
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Paial 18

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
memperhatikan prinsip pemerataan, produktivitas darr
man{aat hasil bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten
Malang.

(2J Pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia
lulusan luar negeri dan/atau tenaga kesehatan Warga Negara
Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundarg-undangan yang berlaku;

(31 Pembinaar Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan pada
penguasaan ilmu dan teknologi serta pembentukan mora.l dan
akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang
diselenggarakal secara berkelanjutan dengan melibattal
organisasi profesi.

(4) Pengembangan karier ditaksanaka:r secara objektif,
transparan, berdasarkan prestasi kerja, dan disesuaikan
dengar kebutuhan pembalgunan kesehatan secara nasional
serta regionat Kabupaten Malang.

Paral 19

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam menjalarkar profesinya
berhak mendapatlian imba_lan darr perlindungan hukum
berdasarka.rr ketentuan peraturan perundang-undalgal.

(2) Tenaga kesehatan berkewajiban mengembangkan dan
meningkatlan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki
dalam melaksanakan tugas dengan mengacu pada kode etik,
standar profesi, standar pelayanar dan standar operasional
prosedur sesuai dengar profesinya.

(3) Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan melalui
pendidikan dan pelatihan berkelaljutar diara_hkan pada
terpenuhinya sertifikasi:
a. pemenuhan standar kompetensi masing_masing jenis

ketenagaan, metalui uji kompetensi;
b. kemampuan dan keterampilan dalam kewaspadaan dini

dan penanggulangan kegawataa dall kedaruratan;
c. Keterampilan penanganan obstetrik_neonatal emergensi

dasar (PoNED)/penanganan obstetrik-neonatat emergensi
komprehensif (PONEK);

d. Kemampuan/keterampitan kepemimpinan kesehatan dan
manajemen kesehatan.

}{'ercs\Jrrry{kffifuw
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Baglan Kcllma
Sub SLtem Scdlaen Ferrnarl, ALt l(e..bataE den Matanaa

Par.l 2O

(1) Tujuan Sub Sistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Mal(anan adalah:
a. tersedianya obat, sediaan farmasi, dan alat kesehatan

yang bermutu, aman, bermanfaat dan terjangkau;
b. tersediannya makanan dan minuman yang aman, bermutu

dan bergizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan,
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta
peningkatan kecerdasan masyarakat;

c. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaal obat,
narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor serta bahan
berbahaya lainnya;

d. melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

(2) Pengadaan dan pelayanan obat pada sararta kesehatan
mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
dan/atau Formula!-ium Nasional, dan/atau Formularium
Rumah Sakit dengan mengutamakan obat generik.

(3) Dinas Kesehatan bersama Badan pengawas Obat dan
Makalan (BPOM) melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian produksi, pengadaan, penyimpanar, distribusi,
dan pemanfaatan Obat, sediaan farmasi, alat kesehatan da.rl
makanan sebagai barang publik yang harus dijamin
keamanannya, bermutu, ketersediaan, ketedangkauan, harga,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dinas Kesehatan bersama Dinas pendidikan Kabupaten
melakukan upaya pendidikan kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan sekolah untuk menghindari terjadinya
keracunan makalan-minuman dal/atau bahaya kesehatan
lainnya.

(5) Program cizi Masyarakat ditujukan untuk pencegahan,
deteksi dini, dan penanggulangan kerawanan gizi (gzi burukl
untuk menghasilan generasi yang sehat, cerdas dan produktif.

(6) Malanarl dan minuman berlabel, termasuk bahan makanan
tambahan yang beredar di Kabupaten Malang harus sudah
mendapatkan izin edar sebagai tarda layak dikonsumsi dan
terbebas dari cemaran biologis, fisik, kimia dan bahal
berbahaya Lainnya.

(7) Usaha Menengah, Kecjl dan Mikro di bidang penyediaan,
pengolalan dan produksi skala kecil diberi kesempatan usaha
seluas-luasnya sepanjang memenuhi persyaratan dan
memperhatikan perlindungan pada konsumen.
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Baglan Keeaam
Sub Sfutcm UqnaJGEGn, Informasl da! Hulut|l Kerchatr-n

Palal 21

(1) Sub Sistem Manajemen, Informasi dan Hukum Kesehatan
merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya
manajemen kes€hatal yang ditopang oteh F,engelolaan data
dal informasi, pengembangan dan p€nerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum
kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna
menjamin tercapainya derajat kesehatar yang setinggi_
tingginya.

(2) Tujuan Sistem Manajemen, Informasi dan Hukum Kesehatan
untuk meningkatkan efeLtilitas dan efisiensi penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang didukung oleh penggunaan
sistem informasi, IImu pengetahuan Teknologi dan hukum
kesehatan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan
yang setinggi- tin gginya.

Pare,l22

(l) Manajemen kesehatan dikembangkan pada semua fasittas
pelayaran kesehatar dan Dinas Kesehatan untuk meErrjudkan
tata kelola (govenan 4 sumberdaya kesehatan yang baik
sehingga terwujud akuntabilitas publik dan akses peta].anan
publik yang bermutu.

(2) Pengembangan stanajemen kesehatan sslEgeimana dimaksud
pada ayat (1), diarahkan pada perbaikan mutu percncanaan,
kualitas penggerakan dan pelaksanaan, kualitas pengawasan,
pengendalian, dan penilaian untuk menjamin terselenggaranya
pembangunal kesehatan yang berhasilguna dan berdayaguna;

(3) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib
mengembangkan kepemimpinan kesehatan yang kondusif untuk
tuarbuh kembangnya inovasi, kreati-Etas dan produltivitas.

(4) Pengembangan kegrcmimpinan sebaga.imana dimaksud pada
ayat (3), setiap pemilihan dan penempatan dalam jabatan harus
memenuhi persyaratan jabatan dan kompetensi jabatan dengan
mengembangkan sistem relsuitrnen yang baJk (caedensialingl.

(5) Dinas Kesehatan Kabupaten bersama dengan pengelola
fasi-litas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang berfungsi
sebagai miba, jejaring, saling mendukung, darr melaksanakan
fungsi koordinasi serta rujukan pelayanan kesehatan.
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Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi
kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.

(2) Informasi kesehatan dilakukan mela-lui sistem informasi
kesehatan yang bersifat lintas sektor secara terpadu dan
be{enjang antar Pemerintah, Pemerintah Provinsj dan
Pemerintah Daerah.

(3) Setiap SKPD terkait lainya wajib membuka alses informasi
tentang kineda SKPD yang bersargkutan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan informasi kesehatan yang valid, reatiabel
dan komprehensif.

Pasat 24

(1) Sistem Informasi Manajemen Kesehatan meliputi kegiatan
pengumpulan, pengolahan, dan alalisis data serta penyajian
informasi kesehatar sebagai bahall pengambitan keputusan di
bidang kesehatan mencakup seluruh informasi yang terkait
dengan sub sistem dari SKK Matang, baik yang berasal dari
sektor kesehatan ataupun dari sektor lain non kesehatan,

(2) Setiap informasi manajemen kesehatan harus memenuhi
prinsip akurasi, ketepatan *'aktu, mudah diakses, serta
mutakhil lupdqtq dengan mendayagunakan teknotogi
informasi dan komunikasi.

(3) Dinas kesehatan berkewajiban mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan kebutuhan datdbq.se infoEnasi kesehatan
dari semua fasilitas kesehatan, baik yang diketola Pemerintah,
Pemerintah Daerah maupun swasta yang memberikan
pelayanan kesehatan di wilayah Malang.

(4) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menyampaikan
laporan kine{a pelayanan kesehatar dan kine{a keuangan
yang tidak bersifat rahasia kepada Dinas Kesehatan secara
periodik.

(5) Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

P.3al 25

(1) Tujuan pengaturan hukum (regulasi) kesehatan untuk
menjamin kepastian hukum, keadilan, dan melindungi
masyarakat, para pemberi pelayanan (provider), dan/atau
para pengelola fasilitas kesehatan.



(2) Hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan/regulasi
yang diselaraskan dengal norEra hukum ya.I,Ig diatur oleh
Pemerintah, pemerintah proyinsi dan nilai_nilai desentralisasi.

(3) Regulasi kesehatan yang bersifat strategis menyangkut
seluruh komponen masyarakat dan/atau menjabaikar
arnanat Undang-Undang diatur dalam peraturan Daerah.

(4) Regulasi kesehatan yang bersifat pedomaa dan diamanatkan
dalam Pereturan Daerah diatur dalam peraturan Bupati
dan/atau Keputusan Bupati.

(5) Regulasi kesehatan yang bersifat operasional prosedural
diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehata-n.

Paral 26

(1) Kesadaran akan hukum kesehatan dilakukan dalam bentuk
program pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi
tenaga kesehatan dan masyarakat.

(2) Pelalsanaar hukum kesehatan mempertimbangkan
perlindungan bagi masyarakat dan pemberi pelayaran,
keadilan, kesetaraan, sesuai dengan kebutuhan dar
dilengkapi serta ditata dengan memperhatikan perkembangan
dan perubahan lingkungan intemat dan ekstemal, termasuk
regulasi kesehatan intemasional.

(3) Setiap produk hukum kesehatan dalam bentuk peraturan
Daerah diajukan dalam progran legislasi daerah dengan
metibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan
maupun pembahasannya.

Pr!.I 27

(I) Segala bentuk penyelenggaraan pelayaran kesehatan bagi
masyarakat, baik peroraagan maupun institusi wajitr
mendapat izin operasional dari pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan memberikan izin
edar dan melakukan pengawasan pada industri mal<anarl dan
minuman, obat dan perbekalan kesehatan yang berada di luar
kewenalgan Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
da,n/atau Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Dinas Kesehatan berha.k mengatur perizinan tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan sedemikian rupa sehingga dapat
menyeimbangkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan tenaga
kesehatan antar wilayai kecarnatan di Kabupaten Matang.
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(4) Untuk institusi atau Sumber Daya Maauasia kesehatan dari
luar negeri yang akan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan di Daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengar
prioritas pada jenis-jenis layanal yang belum mampu
diselenggarakan secara maldin oleh fasilitas kesehatan dalam
negeri, dengan ada kewajiban alih pengetahuan ltrdnsfet of
knowledgel kepada Sumber Daya Maruasia lokal,

Baglan XGtuJuh
Sub Slstem PoEberdqyran [a.JrEratat

Ps,ral 28

(1) Sub Sistem Pemberdayaan Masyaralat merupakan tatanan
yarg menghimpun berbagai potensi dan sinergitas upaya
perorangan, keluarga dan masyarakat sebagai pelaku di
bidang pembangunan di daerah dalam mewujudkan
Kabupaten Malang yang Sehat dan sejahtera.

(2) Tujuan Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat adalah
terselenggaranya pemberdayaan perorangan, keluarga dan
masyarakat agar malarpu menumbuhkembangkan peritaku
hidup bersih dan sehat serta mengembargkan upaya
kesehatan berbasis masyarakat, lingkungan hidup yang layak
anal, layak lansia maupun Sanitasi Total Berbasis
Masyara-lGt yang terintegrasi dalam Desa/Kelurahan siaga
aldif.

(3) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan
peran, fungsi, dan kemampuaa masyarakat agar mampu
mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi
dan dapat berperan aktif dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui kegiatan
pengabdian masyarakat, mempe{uangkan kepentingan
masyaral(at di bidang kesehatan (adDocate), atau melakukar
pengawasan sosial l/socirzl uatching) terhadap pembangunan
kesehatan.

Paral 29

(1) Pemberdayaal masyarakat sebagaimana dimaksud
Pasal 45, dilaksanakan untuk:
a. menumbuh-kembangkan potensi masyarakat;
b. meningkatkan kontribusi masyarakat

pembangunan kesehatan,

dalam

dalam
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c. mengembangkan kegotongroyongan dikalarrgan
masyarakat;

d. bekerja bersama masyarakat;
e. menggalang komunikasi inlormasi edukasi berbasis

masyarakat; dan
f. menjalin kemitraar dengar pemangku kepentingan bidalg

kesehatan, Ormas dan dunia usaha.
(2) Pemberdayaan masyaJakat dalam bidalg kes€hatan harus

memperhatikan prinsip-prinsip:
a. berbasis masyarakat;
b. edukatif:
c. kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih

pelayanan kesehatar;
d. kemitraan;
e. kemandirian; dan
i gotong-royong.

(3) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui:
a. penggerakan masyarakat;
b, pengorganisasian;

c. advokasi;
d. kemitraan; dan
e. peningkatansumberdaya.

(4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara krjenjang
oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daera}, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan serta perorangan, organisasi masyarakat,
organisasi profesi, perguruan ringgi dan dunia usaha sebagai
mitra.

BAB V
KEBI.'AXAI{ DAI| ARAII PEUBAI| GI'I{AIT

XESEIIATAIT DAERAH

Balt B Ke3atu
Kebfakan

P.taI 30

(1) Pembangunan kesehatan daerah untuk mencapai Kabupaten
sehat melalui Kecanatan sehat dengar berfokus pada
terwujudnya Desa/ Kelurahal siaga aktif menuju masyarakat
Desa/Kelurahar yang sehat dan produl,.tif secara sosial dan
ekonomi.

.'*r&u@qffikfukuwr@
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(2) Untuk rerla
dimaksud
kewenangan
keluralan

pada ayat (1),
pengembangan

dalam mengelola

desa/kelurahan diberikan
peran masyara.kat desa/
masalah kesehatan secara

ksananya pembalgunan kesehatan sebagaimara

mandiri dan bertumpu pada kemampuan desa/kelurahan.
(3) Kebijakan pembangunan kesehatan daerah dilaksanakan

dalam kerangka:
a. meningkatkan kemampuan aparatur desa/kelurahan

dalam merencana-ka:r pembangunan desa/kelurahan siaga
sebagai bagial dari perencalaal pembalgunan desa
dala-rr penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) setiap tahun anggaran untuk
dikonsolidasikan dalam ApBD;

b. tersedianya sanitasi total berbasis masyarakat
desa/kelurahan;

c. terw.ujudnya desa layak anak yarlg memungkinan tumbuh
kembang sebagai generasi pembangunan dimasa
mendatang;

d. memberikan kesempatan seluas_luasnya kepada pihak
dunia usaha dan swasta untuk investasi da]aln
penyediaan sarana atau fasititas pelayanan kesehata-n dr
desa/kelurahan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

B.glan Kcdua
Arah

Pard 3l

Arah Pembangunan kesehatan daeral, meliputi:
a. Pembangunan kesehatan desa/kelurahan merupakan bagiar

integral dari pembangunan desa dengan mewujudkan
desa/kelurahan siaga, sehat dan produktif yang dilaksanakan
sesuai kewenangan desa/kelura}an meliputi:
1. pengelolaan lingkungar permukiman masyarakat

desa/kelurahan;
2. pembinaan kesehatar masyarakat;
3. pengembangan pondok Bersatin Desa (polindes);
4. Pengembangan pos Kesehatan Desa (poskesdes);
5. pengelolaan pos pelayanan terpadu dan Desa tayak Anak;
6. Pengelolaar air bersih dan/atau pengelotaan air minum

skala desa/kelurahan;
7. Pendampingari dan pemberdayaan masya-rakat

desa/kelurahan; dan
8. Pengembangan Sanitasi Tota.l Berbasis Masvarakat.
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b. Pendanaan pembargunar desa bersumber dari:
1. Dana transfer pusat (APBN) ke Daerah (APBD);
2. Dana Perimbangan setelal dikurangi kebutuhan Dana

Alokasi Khusus {DAK);
3. Anggaran SKPD yang kegiatannya berlokasi di desa;
4. Dana Bagi Hasil Desa; darr
5. Dala hibah atau dana lain yang sal.

c. Semua SKPD dijajaran pemerintah Daerah dalam menyusun
perencanaan program dan anggaran berorientasi
pengarusutamaan gender, pengarusutamaan Lanjut
(l^ansia) dan mendukung pembangunan desa.

Pada
Usia

(1) Penyelenggaraar kesehatan merupakan targgungiawab
bersama ant€Ja pemerintah, pemerintah provlnsl, peme-rlntatr
Daerah, $trasta dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaar
lingkungan, tatanan, fasilitas pelayanan kesehatan bagi
masyaralat, sumberdaya kesehatan, akses terhadap
informasi, edukasi dan jaminan kesehatan masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah mengarahkan, memfasilitasi, membantu
dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAITGGI'ITG T'AVAB

Pqral 32

BAB VII
PETGELOLAAIT KESIEHATAIT

Paral 33

(l) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan
administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya
kesehatan, upaya kesehatal, pembiayaan kesehatan, peran
serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kesehatan, serta p€ngaturan hukum
kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna
menjarnin tercapainya derajat kesehatar yang setinggi_
tingginya.

(2) P€ngelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan otonomi a""."i, j".,
otonomi fungsional di bidang kesehatan dengaa pendekatan
SKK Malang dan merupakan bagian integral (sub sistem) dari
SKP Jawa Timur dan SKN.

o5ILdstu{E*+ds
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(3) Otonomi daerah sebagaimana dima-ksud pada ayat (2),

ditakukan berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

(4) Otonomi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan
sumberdaya kesehatan di Daerah.

Paral 34

Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKK
Malang terdiri dari:
a. sub sistem upa-\'a kesehatarl
b. sub sistem Srenelitian darl pengembangan kesehatar;
c. sub sistem pembiayaan kesehatan;
d. sub sistem sumber daya manusia kesehatan;
e. sub sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
f- sub sistem malajemen, inforrnasi dan regulasi kesehatan;

dan
g. sub sistem pemberdayaar masyarakat.

BAB VTII
PERAIT PELAXU SXI( MALANG

Baglan Ko.atu
Poran Pemerintah Daerah

Paral 35

(1) Peran Bupati dalam melaksalakan SKK Malang, meliputi:
a. penetapan keb{jakan strategis pembangunan kesehatan

daerah dalam Rencajra Pembargunan Jangka Menengah
Daerah;

b. penyusunan Pedoman Pelaksanaan SKK Ma.larg dalam
Peraturan Bupati;

c. penyusunan Rencara Kegiatan dan Anggaral pembiayaal
kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

d. penggerakan, pembinaan dan f,engawasan pelaksalaan
pengelolaan kesehatan dan pembangunan kesehatan;

e. penanggungjawab pembangunar kesehatan di daerah.
(2) Dalam melaksanakar peran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bupati dapat metakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dengan melibatkan instansi diluar sektor
kesehatan.



(3) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar
ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagl"au Kedua
Pcran DPRD

Paral 36

(l ) Peran DPRD dalam pelaksanaan SKK Malang, meliputi:
a. bersama Bupati menetapkan regulasi daerah yang

dibutuhkan untuk pengaturan kelancaran dan
keberlalgsungan SKK Malang sesuai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan;

b. memberikan persetujuan dukungan anggaran tahunan
dalam penyelenggaraan SKK Malang oleh Dinas Kesehatan
dan SKPD terkait lainnyal

c, melakukar pengawasan pelaksanaan SKK Malang oleh
Bupati, swasta dan/atau masyara-kat;

d. Mendorong pemberdayaan dalr peran serta masyarakat
dalam pembangunan kesehatar daI pengelolaarr
kesehatan.

(2) Dalam melaksanakar peran sebagairnara dimaksud pada
ayat (1), DPRD dibantu oleh komisi-komisi yang membidargi
kesehatan dar/atau kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kotlg&
Poran Penyolsnggara Farllltas Nerchatan

Pasel 37

(1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, baik yang dikelola
Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam
menyelenggaralal UKM, UKP, maupun UKKD memperhatikan
dan melaksarakan SKK Ma]allg sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.

(2) Setiap penyelenggaraal fasilitas kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Peizinaf,,
SPM, standar mutu atau jaminan mutu yang ditetapkan serta
kemudahan akses bagi masyarakat khususnya Lanjut Usia
(lansia).

(3) FKRTL (Rumah Sakit) wajib memenuhi persyaratan akreditasi
darr sertifikasi pelayanan kesehatan sesuai peraturan
perundangart.
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(4) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik Pemerintah
wajib menyediakan pelayanan sekurang-kurangnya 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk
masyarakat miskin darr tidal mampu (kelas III) dan
melaksanakan program tanggung jawab sosial.

(5) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik swasta wajib
menyediakan pelayanaa sekurang-kurangnya 20olo (dua puluh
persen) dari jumlah tempat tidur yang te.sedia untuk
masyarakat miskin dan tidak mampu (kelas III) dan
melaksanakan program tanggung jawab sosial.

Baglan Kecmpct
Peran BEdan U.qha Mlllk P.merlntah

Paral 38

(1) Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN atau BUMD) dalam
melaksanakan tugas pokok darr fungsinya di bidang
pelayanan kesehatan, wajib memperhatikan SKK Malarg
dalam pengernbangan usaha di wilayah Malang.

(2) Badan Usaha Milik Pemerintah dapat berperan aldif dalam
pembangunan kesehatan sesuai tugas dan bidang usaha yang
dikembangkan.

(3) BUMD maupun BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
l,ang memiliki kewajiban Corporate Soc;at Responsibriity (CSR)
diarahkarl untuk upaya kesehatan masyarakat,
pengembangan desa siaga dan/atau bantuan pemelihaJaan
lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya air-

Baglan Kelimr
Pcsan OrEenkasl Profeil

Paral 39

(1) Peran organisasi profesi sebagai pelaksana SKK Ma.lang
melipuLi:
a. menjarnin dan memastikan setiap anggotarya dalam

melaksanakan profesinya berpedomal pada standar dan
etika profesi, standar prosedur op€rasi dan peraturan
perundargan yang berlaku.

b. melakukan pembinaan profesi, pengawasan dan
pengendalian kepada anggotanya untuk dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman,
efektil dan memuaskan.

c. mengembangkan bidang ilmu pengetahuaa dan teknologi
dibidangnya, serta memfasilitasi terselenggaranya
pendidikan berkelanj utan bagi anggotanya.



(1) Institusi Pendidika-n Kesehatan dalam menghasilkan tenaga
kesehatan harus memenuhi stalda-r kompetensi yang
ditetapkan, berintegritas dan memahami SKN maupun SKK
Malang.

(2) Mengembangkan riset terapajr untuk mendukung
terwujudnya mutu pelayanan kesehatan sesuai
perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

(3) Dalam melal<sanakan Tri Dharma perguruan Tinggi,
khususnya pengaMian masyarakat dapat beke!.asarna
dengan Dinas Kesehatan dan/atau RSUD untuk advokasi dan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat,

34

(2) Dalam mengoptimalkan peran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat bekeiasa.ma dengan Dinas Kesehatan,
kolegium, organisasi profesi lain dan/atau penegak hukum.

BaglaB K.cnam
Peraa Inatltucl Pendtdllan Kerch.tsE

Paeel 4O

BaElaE KGtuJuh

Peran Oraar

Parat 41

(1) Ormas sebagai lembaga mandiri yang terutama sebagai
pemerhati masalah kesehatan dapat mengambil peral aktjf
dalam pelaksana SKK Malang,

(2) Peran alrtif Ormas sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) dalam
bentuk:
a. kontrol sosial terhadap penyelenggara darl penyedia

pelayanan kesehatan di daerah;
b. pendampingan dan advokasi pada masyarakat yang

membutuhkan bartuan terhadap masalah kesehatal yang
dihadapi;

c. mengembangkal.r kelompok masyarakat pemerhati
kesehatal da.rl pemerhati lingkungan untuk hidup yang
sehat dan produktii

d. membantu pengorganisasian darl pengembangan
masyara-kat untuk menyelesaikan masalah kesehatan
secara mandiri.



(1) Plhak swasta nasional maupun intemasional yang berbadan
hukum, dapat berperan dalam investasi pembangunan sarana
pelayanal kesehatar dan/atau pembiayaan dibidang upaya
kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencaparan
derajat kesehatan masyarakat yarg setinggi-tingginya.

(2) Sarara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (i), wajib memperhatikan SKK Malang, peraturan
perundalgal dan memberi akses pelayanan bagi masyarakat
miskin dan kurang mampu,

(31 Piha.k Swasta Intemasional dalam hal mempekeqakan tenaga
medis asing atau tenaga kesehatan profesionat asing lain
wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang_undangar
yang berlaku.

(4) Dalam ha1 pilak awasta intemasional membeiikan bantuarr
berupa hibah atau non hibah pembiayaan pembangunan
kesehatal masyaral<at wajib melalui pemerintah daerah yang
diatur dalam Pedanjian Kerja Sama.
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(3) Ormas Asing yang melaksanakan kegiataan pengorganisasian
dan pemberdayaai masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurufd, wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(4) Dalam mela-ksa]<al perannya Ormas berpedoman pada
peraturan perundangan yarng berlaku.

Brgr_eD Ncdelap.a
Peran Erdaa llukum Ullltr Swatte

Parat 42

BaglaE l(ea€ lEbllsn
Per.n Tol.oh Urslraralrt

Pa$l 43

(1) Tokoh masyarakat, dan tokoh agama merupakan figur
panutan yang diha,rapkan dapat berperan aktif dalam
pembangunan kesehatan masyarakat.

(2) Dinas Kesehatar dalam mengembalgkan UKBM dapat
memfasilitasi dan melibatkan tokoh masyaral<at dan tokoh
agarna setempat.

(3) Pera! tokoh masyarakat dan tokoh agama da_tam
penyelenggaraan SKK Malang, meliputi dan tidak terbatas
pada:

a. memberikar pandangan masalah kesehata-n dari sudut
pandarg sosial, budaya, adat dan agama;
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b mendorong, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk
menerapkan PHBS serta menjaga lingkungan hidup;
mengarahkan pendekatan pendidikan agama, kepercayaan
dan ldlt dalam kesehatan reproduksi khususnya pada
reproduksi .emaja, pemberian ASI etsklusif,
pengarusutamaan lansia dan/atau pengarusutamaan
gender.

(1) Setiap individu, keluarga, kelompok sebagai unsur
masyarakat secara formal maupun informal dapat berperan
akif da]am mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya
di Daerah.

(2) Setiap orarg berhak untuk hidup laya-k, dan hidup sehat pada
lingkungan yarlg sehat sehingga dapat hidup lebih produltil

(3) Untuk dapat ter$ujudnya kondisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), setiap individu, keluarga dan kelompok wajib
berperan al-tif melaksanakan SKK Malang sesuai kapasitas,
kemampuan dan kondisinya untuk me\tr trjudkan PHBS.

(a) Dalam berusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah yang
berkaitan langsung dengan kesehatan, obat tradisiona.l,
maupun produk minumar dan mal<anan yang dikonsumsi
masyarakat wajib menjamin keamanar produk, tidak
mengandung bs_han yarg berbahaya bagi kesehatan dan/atau
kesehatan lingkungan.

Baglaa llereputuh
Petrn Ua.ur Uslyarqlrt Lahn)ra

Paral 44

BAA [f,
IIAX DAIT IITWAJIBAT UASYARAIIAT

Brglau Ket tu
H.k

Pe.rI 45

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam:
a. memperoleh akses atas sumberdaya kesehatan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,

memuaskan dan telangkau;
c. secara mandiri dar bertanggunEiawab menentukan sendin

pelayanal kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;



d

e

f

c

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat
kesehatan;
mendapatkan informasi dan edukasi tentalg kesehatan yang
seimbalg dan bertanggungjawab;
memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup tentang
kesehatan dirinya termasuk tindakan aan p.ngoUatan yan!
telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatar;
setiap orang yang menderita kerugian tindakan medis karena
kelalaial petugas kesehatan, berhal< mendapat galti rugi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Baglar Kcdua
I(cwaJlben

Palal 46

BAB X
PR,OGRAI IG.SEHATAIT STRATEGIA

Paral 47

Setiap orang berkewajiban:
a. turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan

meningkatkan der4jat kesehatan masyarakat ya]Ig layak,
meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan
masya.akat, dan pembangunal berwawas€ul keaehatai;

b. menghormati hal< orang lain dalam upaya memperoleh
lingkungan yang sehat, baik frsik, biologi, maupun sosial;

c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan,
mempertaharkan dan memajukan kesehatan yarg layak;

d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain
yang menjadi tanggungjawabnya;

e. menjadi peserta dalam program jaminan kesehatan sosial,
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan Republik
Indonesia.

(1) Dinas kesehatan berkewajiban menyusun program kesehatan
strategis dan mengajukan kepada Bupati untuk dimaksukan
dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

(2) Program kesehatan strategis didasarkan pada hasil analisa
situasi kesehatan di Daerah, evaluasi faktor intemal dan
ekstemal, prioritas masalah, data epidemiologi penyalit,
perubahar ekologi, kondisi lingkungan tiaup, ainamlt<a
keluarga dan kependudukan, ketersediaan aumberdaya
kesehatan serta arah kebljakal daerah sebagaimana
dirDa-ksud dalam pasal 30.



(3) Progam kesehatan stEtegis pada sub sistem upaya
kesehatan, meliputi:
a. meningkatkan kualitas pelayalan kesehatan dasar melalui

UKM, dan UKP di Puskesmas dan jaringannya;
b. meningkatl{an akses dan kualitas pelayanan kesehatan

yang aman dan ber-mutu bagi masyarakat miskin,
dan/atau tidak mampu melalui program Jamkesda;

c. menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi metalui
peningkatan kualitas KIA, perlindungan kesehatan
reprod uksi remaja, Desa/Kelurahan siaga, darl Kabupaten
layak anak;

d. pengawasan, pengendalian vektor penyakit menular
bersumber binatang (hewan, unggas, rkan) dan bahan
berbahaya bagr kesehatan melalui media
makanan/minuman yang tercemar;

e. akselerasi capaian pemberantasan penyakit menular
sesuai target program pembargunan milinium antara lain
rnalaria, TBC, HIV-AIDS dan penyakit menular lain -vang
menjadi masalah kesehatan masyarakat;

I meningkatkan pembangunan Puskesmas dan/atau
peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Rumah Sakit
Umum Daerah Pratama (Kelas D) sesuai standa-r tata
ruang;

g. pengembangar Puskesmas PONED dar kegiatan audit
maternal perinatal bekerjasama dengan Rumah Sakit
Umum Daerah (Program PONEK di Rumah Sakit Umum
Daerah);

h. peningkatan akses pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu dan memuaskan pada Rumah Sakit Umum
Daerah kepada masyarakat sebagai citu-a pelayanan
publik;

i. pengembangan secara bertahap pelayanan Poli l^ansia
(Geriatri), Poti Pelayanan Terpadu Korban KDRT,
TroJfrcking dan penga-rusutamaan gender di Rumah Sakit
Umum Daera-h;

j. peningkatal, pemerataan dan perluasan alses pelaya.Ilalr
kesehatan rujukan kesehatan perorangan pada Rumah
Sal<it Umum Daerah yang aman, bermutu, dan akuntabel
didukung pelayanan transfusi da-rah, pelayanan ambulan
ruj ukan dan ambulan emergensi.

(4) Program kesehatan strategis pada sub sistem pembiayaan
kesehatan, meliputi:
a. melakukal advokasi dalam rangka meningkrtkal

pembiayaan APBD untuk kesehatar menjadi loyo dari
APBD di luar gaji sebagaimana dimaksud pasal t 4 ayat (4);
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b. meningkatkan pelal{sanaan bantuan jalninan kesehatarr

bagi masyarakat diluar PBI dan/atau melalui pengelolaan

program JAMKESDA.

c. Peningkatan kemampuan pembiayaan mandiri dari
pendapatan operasional Puskesmas, Labkesda dal Rumah
Salit Umum Daerah melalui penataan tarif layanan serta
penerapan pola pengelolaar keuangan BLUD sesuai
peraturan perundangan yang berlaku,

d. penataan sistem remunerasi di Puskesmas, Labkesda dan
Rumah Sakit Umum Daerah-

e. meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui program
CSR lCorporate SocioJ Responsibilifg) atau Bantuan hibah
dad Donor Luar Negeri (NGq untuk kegiatan
pembangu nart kesehatar.

f. mendorong perar serta swasta dalam peningkatan dan
pemerataan penyelenggaraan fasilitas kesehatan tingkat
pertama (Klinik) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut
(Rumah Sakit Privat) yalg bermutu , arnan dan
memuaskan.

(5) Program kesehatan strategis pada subsistem SDM kesehatan

meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan serta meningkatkan kualitas
SDM mela.lui pelatihan targgap darurat prenalggulangan

bencana, KLB, UKM, UKP, UKKD dan pemenuhan kebutuhan
SDM Kesehatal untuk mendukung pengembangan desa siaga.

(6) Program kesehatan strategis subsistem sediaan farmasi, alat
kesehatan, kosmet.ik, makanan dan minumar dilakukan
melalui upaya:

a. menjamin ketersediaan, pemerat€an, keterjargkauan,
keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu obat, alat
kesehatan, kosmetik dan makanan minuman secara
menyeluruh dan terpadu.

b. peningkatan pembinaan, pengawasan, pengenda-Ii.rn,

perizinan, penyebarluasan irformasi dan kerjasama
dengan Badan Pengawas Obat dan Mal<anan (BPOM) dan
sektor terkait terhadap pemakaiffi, distribusi dan
produksi obat, obat tradisional, makanan-minumar
ola].an, bahan pengawet, pewarna dan sediaan farmasi
lainnya.
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(7) Program kesehatan strategis pada subsistem manajemen,
informasi, dan hukum kesehatan dilakukan melalui:
a. meningkatkan kua.litas p€rencanaan, pelalsanaan

kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian
terhadap program pembangunan kesehatan disemua
tingkatan dan meningkatkan capaian indikator Standar
Pelayalan Minimal Kesehatajr dar prioritas pembangunan
kesehatan;

b, mengembangkan advokasi perencanaan Desa/Kelurahan
siaga pada Perangkat Desa/Kelurahan dar Lembaga
Musyarvarah Desa/Kelurahan dalam pengembangan

UKBM meliputi POSKEDES, PONKESDES, POLINDES,
POSYANDU Ibu dan Anak, POSYANDU LANSIA;

c. penataan sistem pelaporan data pelayaran kesehatan
pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah
Daerah, BUMN, BUMD dan fasilitas kesehatan milik
swasta dalam menghasilkan informasi kesehatar yang
handal (valid, reliabel, up to dqtel,

d. penataar sinergitas regulasi yang dibutuhkan untuk
implementasi S KK, dan/ atau pengelolaan kesehatan.

(8) Program kesehatan strategis pada subsistem pemberdayaan

masyarakat, melipuli:
a. meningkatlan kemandirian masyarakat dalam

mengembangkan UKBM berbasis Desa/Kelurahan siaga
dan Desa/Kelurahan layak anak;

b. mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk
penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KlB dan
cara menghindari teladinya kepanikan serta jatuhnya
korban lebih banyak;

c. meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai
PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program;

d. revitalisasi peran darl fungsi POSKEDES, PONKESDES,

POLINDES, POSYANDU tbu dart Anak, POSYANDU LANSIA
sebagai UKBM;

e. meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanal
kesehatan swasta sebagai mitra pelayana:r.

(9) Program kesehatan strategis pada sub sistem penelitian dan
pengembangan pelayalan kesehatan, meliputi:
a. pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada semua

fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dimiliki
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun dimiliki oleh

Swasta;



b. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknolog
yang etis dan terbukLi bermanfaat da.lam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan secara [uas, termasuk
penguatan sistem mjukan kesehatan di daerah;

c. peningkatan aliansi strategis altara Dinas Kesehatan,
Rumah Sakit Umum Daerah dengan Institusi pendidikan
atau pusat peneiitian dan pengembangan Keschatan.

(lO) Ketentuan lebih larlut mengenai program kesehatan strategis
Daerah, diatur dalan peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerai (RPJMD) Bidang
Kesehatan sebagai bagian dari Rencana pembaDgunan Jangka
Menen8ah Daerah (RPJMD).

4t

BAB XI
BADAIf PERIIIBAITGAII IiESEIIATAN DAERAII

Pa.d 48

(i) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan pertimbangal
Kesehatan Daerah sebagai \radah peran serta masyarakat
dalam pembangunan kesehatar di daerah.

(2) Badan Pertimbangar Kesehatar Daerah sebagaimana maksud
pada ayat (l ), meliputi unsur:
a. Para Akademisi dari perguruan Tinggi (unsur kelompok

pakar)
b. Unsur Dinas Kesehatar;
c. Unsur Perhimpunan/Kelompok profesi Kesehatan;
d. Unsur Pimpinan SKPD terkait;
e. Perhimpunan Kepala Desa; dan
f. Tokoh masyarakat dan pemuka agama.

(3) Badan Pertimbangal Kesehatar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas dan peran dalam:
a. melakukan inventarisasi masala.L kesehatan di daerah

metalui penelaahan inforrnasi kesehatan dan berbagai
informasi/data lain yang relevan yang dapat
mempengaruhi keberhasilarr pembangunan kesehatan;

b, memberikan masukar.r kepada pemerintah daerah dalam
pembuatan kebljalan pembangunan kesehatan dalam
RPJMD:

c. melakukan lakukan advokasi, mediasi dan/atau
komunikasi antara masyarakat dengar penyelenggara
fasilitas kesehatan tentang permasalalan kes€hatan;

d. sebagai mitra Dinas Kesehatar dalarn forum komunikasi
masyarakat tentarg permasalahan kesehatal Kabupaten.
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(4) Persyajatan dan tata cara pembentukan Badan Pertimbalgal
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Palal 49

{l) Pemerintah Daerah melakukar pembinaan dan pengawasal
pelaksanaan SKK Malang.

(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaa.n rencana
pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PEUBIITAAI{ DAIT PEIIGAWASAI{

BAB XIII
SANISI A.DUIIISTRASI

BAB XIV
PEITUTT'P

Paral 5O

(1) Penyelenggara kesehatan yang metakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasa.l 9 ayat (3), Pasal 12 ayar (41

dar ayat (5), Pasat 17 ayar (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 18

ayat (2), Pasal 24 ayal (41, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4),

Pasal 37 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (i)
dan ayat (3), Pasal 42 a.yat (21, ayat (3) dar ayat (4)

dikenakarl sanksi administrasi sesuai ketentua-n peraturan
perundang-undangan, berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
c. pembekua-n kegiatan penyelenggaraan kesehatan;

d- gantr rugi dan/atau denda; dan
e. pencabutan dan/ atau pembatalan izin/ rekomendasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dal pengenaarr
sanksi administrasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paral 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditctapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturart Daerah ini diundangkan.
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Pud 62

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundan3kan

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pcngundangan
Pcraturen Dafieh ini d€ntan pcnempatarnye delem t.€mbarar
Daerah Kabupatcn Malang.

Ditetapkan di Maiang
Pada tanggal 2 juli 2015

BI'PATI U,ALII"ITG

TTD

H. RENDRA KRF,SNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 September 2015

SEI(ERTARIS DAERAH

TTD

/TBDI'L UALIK

lembaran Daera} Ihbupaten Ma.larrg
Tahun 2O15 Nomor 3 Seri D

NOREO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAI.ANG NOMOR 174.312015
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PEI{I'EL,IISAIT

ATAS
PERATURAITDAERAII XABT'PATE UALAXG

roMoR 3 TAHuIT 2ots
TEI{TAITG

AISTEU KFSEIIATAIT KABUPATEI| UALAXG

Pembaagunan kesehatan di Kabupaten Malang merupakan bagian
integral dari pembangunan kabupaten dalam melr.ujudkan kesejahteraar
masyarakat, keadilan sosial dan peningkatsn produLtivitas soEial den
ekonomi. Kesehatal adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk
keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakan pembangunan
kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, denga_n tujuar guna
meningkatkan kesadaral, kemauan darl kemampuan hidup sehat bagi setiap
oralg agar terwujud kualitas kesehatan masyamkat yang setinggi_tingginya.
Kesinambungal dan keberhasilar pembangunar kes€hatan ditentukan oleh
tersedianya pedoman penyelenggaraal pembalgunan kesehatan. Secara
Nasional telah ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional melalui peraturar
Presiden Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Kesehatan Nasional. DalaIn
Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan presiden Nomor 72 Tat;ur\ 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional ter€ebut diama-natkan bahwa pelaksana SKN dilaksanakarr
secara berjenjang di Pusat dan Daerah, Atas dasar pemikiran ini pemerintah
Daerah berinisiasi menyusun Sistem Kesehatar Kabupaten Malang sebagai
arah kebijakan dalam pengelolaan kesehatan dan pembaagunan kesehatan di
daerah sebagai penjabaran dari SKN agar terwujud masyarakat Malarg yang
sehat produktif secara sosial maupun ekonomi.

Memasuki abad ke-21 dan era pasar Bebas Asia (AFTA), Kabupaten
Malang menghadapi berbagai perubahan dan tantangar strategis, baik
ekstemal maupun intemal, yang harus diperhatikan dan disikapi dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. pembaharuan kebrlakan
pembangunan kesehatan perlu diikuti ada-nya Sistem Kesehatan Kabupaten
(SKK) yang diharapkan mampu menjawat, dan merespon semua rantangan
pembangunan kesehatan di masa kini maupun di masa yang akan datang.
Adalya SKK Malang menjadi sangat penting mengingat pengelolaan kesehatal
dan penyelenggaraan pembargunan kesehatan pada saat ini semakin
kompleks sejalan dengan kompleksitas perkembangan demokrasi, prclitik
anggaran lbudget policgl, desentralisasi, darr globalisasi baik dalam bentuk
komiEnen global seperti program MDG,s (Millineum Deuelopment Goat,s)
maupun ,,qsia Free Tra.d.e Area yarg juga semakin meningkat sebagai kondisi
tantargan, kesempatan (opportuni dalam menlrusun grand. d.esi.gn mauLpun
road, mop pembatgunan kesehatan di Kabupaten Malang.

gBPtlbs&
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II. PASIIL DEUI PASAL

Pasal I
Cukup jetas

Pasa.l 2

Bahwa
memperha

Pasal 3

Ayat (1)

Pasa.l 4

Cukup jelas.

Pasal 5

harus

Tujuan SKK malang menyangkut tujuan untuk tiga pilar penopang
keberhasilan pembarrgunan kesehatan di Daerah, yaitu pemerintal
Daerah, Swasta daJI Masyara-kat-

Ayat (2)

SKK menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan RSUD sebagai
unsur utana pelaksana pembangunan kesehatan.

semua pemalgku kepentingan (stakehold.et)
tikan norma yang diatur dalam SKK Malang ini.

Pembangunar kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang
memberikan arah p€mbangunar kesehatan dan dilaksrenakal metalui
upaya kesehatan sebagai berikut:
a. asas "perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatar

harus dilandasi atas perikemanusiaan yang beidasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak mimbedal<an golongan
agama dan bangsa.

b- asas 'keseimbangal" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara
fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

c. asas "manfaat" bemrti balwa pembangunal kesehata_n har-us
memberikar manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajrausiaan dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

d. asas "perlindungan" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus
dapat n€mberikan pelindungan dal kepistian hukum kepada
pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

e. asas 4penghormatan terhadap hak dan kewajiban" berarti bahwa
pembangunan kesehatan dengan menghormati hal< dan kewajiba!
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.i asas 'keadilan" berarti bahwa prenyelenggaraan kesehatar harus
dapat memberikar pelayanan yang adil dan merata kepada semua
lapisan masyarakat dengan pembiayaan yarlg terjangkau.g. asas sgender dan nondiskriminatif berarti bLhria pembalgunal
kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempual dallakilaki.

h, asas 'norma agama, etika dan hukum" berarti pembangunan
kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak
membedakan agarna yalg dianut masyarakat, etika dan hukum.
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Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat ( 1)

. Pelayaran yang'aman" yaitu pelayanarr yang mampu mencegah
teladinya kondisi yang tidak diharapkan, yaitu kematran (deadl,
kecacatan (disabilitg), kesakitan (di.sed_sel, atau
ketidaloyamanan ldiscrmfoA

. Pelayalan yang "bermutu" yaitu pelayalan yang sesuai standar
prosedur, staadar profesi, dan etika serta norma agama.

. Pelayanan yang "efektil" yaitu hasil pelayanan sesuai yaJlg
diharapkan-

. Pelayanan yang "ehsien" yaitu Irnggunaan sumber daya yang
terbatas tapi mampu menghasilkan peLayanan yang aman dan
bermu tu.

. Pelayanar yang "produktif yaitu terkait dengan respon time,
tidak lamban sehingga jumLah pasien yalrg dilayani lebih
bartyak.

. Pelayanan yang "akuntabel, yaitu dapat dipertarggundawabkan
karena sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan praktek yang baik (best
ptwcticeJ.

. Pelayanan yang .transparar, yaitu dengan memberikal
inJormasi yarlg dibutuhkan tanpa ada yang ditutup_tutupi,
kecuali yang bersifat rahasia dan memba_hayakal pasien.

. pelayanan yalg "mudah diakses dan terjangkau" yaitu terkait
dengan prosedur yang tidak berbetit da.rr terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

. Rujukan pasien, yaitu pasiennya yang dikirim ke FKRTL yang
lebih mampu baik menyangkut ketersediaan tenaga medis dan
pera.latarnya.

. Rujukan sarana, kerjasa_ma arrtar FKRTL dalam pemanfaatan
bersama sarana yang dimiliki.

. Rujukan teknologi, rujuka-n menggunakan teknologi informasi
antara dengan cara Telemedicine atau Skgpe doker RS perujuk
dibimbing melalukan prosedur tindakan dibimbing oleh RS
Mitra secara online.
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengaturan ini memungkinkan pihak swasta berinvestasi dalam
penyediaan FKTP (Klinik) atau FKRTL (RS) yarrg masyarakat
memiliki banyak pilihan sesuai hal<nya, dan Faskes Swasta bukan
sebagai kompetitor bagi puskesmas atau RSUD tetapi sebagai
mitra.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat(l)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua FKTP maupun FKRTL harus mempu melakukar UKKD,
oleh sebab itu harus dilengkapi dengan peralatan Emergencg Kit
dan SDM Kesehatan yang minimal telah dilatih ppCD (Sesuai
SPM). Sedangkan masyarakat perannya lebih ke upaya pencegahan
untuk meminimalisir risiko.

Ayat (3)

Pengaturan norma ini sebagai komitnen pemerintah Daerah darr
Swasta dalam UKKD dan tidak boleh menolak pasien kategori ini,
jika kapasitas tidak tersedia atau kompetensi tidal< mampu maka
wajib melakukan pertolongar pertama (stabilitasi) sebelum
dirujuk. Sebagai kewajiban, maka jika dilanggar dapat dikenakan
Sa.nksi AdminisraLif.

Pasal 1O

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Dengan keterbatasan Pemerintah Daerah mal<a peran kontrol
sosia.l diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas)
sepanjang tidak melalgga_r ketentuan, tidal< bersifat represif tetapi
lebih ke persuasif dan memberikan informasi kepada Dinas
Kesehatan untuk melakukan sanksi atau pembinaan.

Pasal I 1

Ayat (l )

Pengaturan kebtal<an ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
di wilayah yang belum ada RS karena masyarakat membutuhkan
jaminan kesehatan. Setelah kebutuhan meningkat, maka investasi
swasta untuk ikut serta membangun FKTP/FKRTL akan tumbuh,
maka Pajak Daerah akan meningkat karena adanya
usaha/investasi baru. Nilai tanbah lain adalah akan menyerap
tenaga keda masyarakat sekitar,
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Ayat (2)

Cukup jetas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa setiap kegiatan penelitian atau pemanfaatan hasil

Tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
Dengan kebijakan ini diha:.apkal tujuar tersebut dapat tercapar
ka-rena UPTD dikelola lebih efekrif, efisien, Eoduktii akuntabel
dan transparan sesuai prinsip-prinsip BLU.

penelitian harua memenuhi Wtient safetg, ramah tingkungan, darr
memberikan nilai tambah pada perbaikan mutu pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini lebih diwajibkan pada RSUD karena investasi
peralatar medik canggih termasuk Htgh Cost, High Tech
membutuhka-n kemampuan manajemen khusus_ Oleh sebab itu
penapisan diperlukan agar pertimbangan investasi publik lebih
rasional bukan ikut-ikutan. Sedangkan RS S*asta kemarnpuan
frnansial ada dan sudah memp€rhitungkal Retur7t on Investment.
Tujuar lain adalah untuk mengh.ila:rgkan " Moral Hozard pada
pelayanar medik yang tidak perlu (berlebihan).

Ayat (s)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan
Karyawan merupakan bagian dari upaya jaga mutu dan menjamin
keberlangsungan (sustainob itg) FKTP/FKRTL oleh sebab itu
diwajibkan oleh peraturan Daerah ini darl apabila ada pelanggaran
dapat dikenakan salksi admiaistratit

Pasal 13

Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Pengembangan pelayanan kesehatan membutuhkan investasi, oleh
karenanya harus dilaluka:: berdasarkan perhitungan yang cermat
dalam memadaatkan *tjap opportunilies.
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Pasa.l 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jetas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sesuai Ketentuan dalam pasal 171 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatar.

Ayat (5)

Pelayaran publik yang dimaksud dalam pengaturan ini adal,ah
untuk pembiayaan kegiatan UKM termasuk program Jamkesda
atau da]a-[l bentuk bantuan iurar BPJS masyarakat kurang
mampu diluar PBI (peraturan pemerintah Nomor 1Ol Tahun 2011
tentang penerima Ba-ntuan luran Jaminan Kesehata!).

Ayat (6)

Mengatur ruang lingkup pemanfaatannya, sedangkan detailnya
diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (7)

Cukup jetas.

Pasal 15

Ayat (r)

Karena Puskesmas, Labkesda dan RSUD memqngut tarif retribusi
dan dalam menetapkan besararnya berdasarkaa perhitungan
biaya satuan per jenis pelayanan, maka pendapatan layanan
seharusnya dapat menutup seluruh biaya,/belanja operasional.

Ayat (2)

Meskipun sudah BLUD untuk investasi jargka panjarg atau
belanja modal alat sumber pendanaan masih dari PEMDA atau
pinjaman Bank atau Keiassma dengan pihak ketiga (investor).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Terkait dengan penjetasal pada ayat (2), piha.k ketiga sebagai
altematif pembiayaan investasi jika kemampual pembiayaan
Pemerintah Daerah terbatas.

Ayat (s)

Cukup jelas.
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Pasal 16

Ayat (l )

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang BadaIr PenyelenBgara Jaminan Sosial dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong warganya ikut JKN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

12)

Sebagai prioritas daerah dalam mendukung UKM dan UKP.

(3)

Cukupjelas.
(4)

Puskesmas, Labkesda, RSUD harus menyusun Standar Kebutuhan
SDM sesuai dengan SPM. Sedangkan untuk FKTP/FKRTL yang
dikelola S\a,asta menyesuaikan. Ada baiknya mengacu ketentuan
ini untuk memudahkan perencanaan pemenuhan kebutuhan
(terstandarisir).

(s)

Sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentarg Kesehatan
bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR, SIP atau SIK
dalam rangka menjamin stalrdar kompetensi untuk memberikan
pelayanal yang beimutu dan aman. Pelanggaran atas ketentuan
ini dapat dikenakan sanksi administlatif.

(6)

Cukupjelas.

17l

Setiap pengelola Fasilitas Kesehatan wajib melaporkar jumlah dal
jenis ketenagaar yarg dimiliki dan rencana kebutuhannya kepada
Dinas Kesehatar agar diperoleh keseluruhan potensi/kekuatan
SDM Kesehatar di Kabupaten Malang, Pelanggaran ketentuan ini
dikenakan sanksi administrauf .
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Pasal 18

Cukup jelas

Pasa1 19

Ayat (1)

Sesuai Pasal 27 ayat (l) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentarg Kesehatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat l2l
Khusus pelayanan BPJS mengacu pada FORNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pencegahan terjadinya keracunal makanan di sekolah atau
penjualan mal<anal tidak layak konsumsi dilakukan melalui
pengawasan dan pembinaan UKS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

CukupjeLas.

Ayat l7l
Cukup jetas.

Pasal 21

Ayat (1)

KeterampiLan adalah kemampuan penanganan UKKD, khususnya
penanganan PONED/PONEK dalam rangka menurunkan angka
kematian ibu melahirkan dan bayi neonatal se rta kemamprial
AMP.

Sqb sistem ini membutuhkan integrasi kepemimpinan kesehatan,
kemampuan manajerial (perencanaan, penggerakan pelaksanaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi| yang didukung
ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan strategis
dan penataan legalitas hukum kesehatan sebagai norma, aturan
dan keb|akan daerah guna menjamin kepastian hukum dan
perlind ungan hukum,

Ayar (21

Cukupjelas.

@g[tiP'Friircd
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Pas€l22

Ayat (1)

Semua Fasilitas kesehatan mempunyai malna bahwa semua
FKTP-FKRTL baik yarlg dikelola pemerintah, pemerintah Daerah
maupun Swasta seharusnya mempunyai standar kemampuan
manajemen pengelolaan kesehata!.r, kepemimpinan yang visioner,
inovatif sehingga menghasilkan tata kelola yang efektif, efisien dan
produktit Dinas Kesehatan memilki kewenangan pembinaan ini
dalam rangka efelirtivitas implementasi SKK Malang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Efektivitas kineda organisasi salah satunya adalah penempatal
dalam jabatan oftrng-orang yang memitiki persyaratar kua.liikasi
dan kompeten serta memiliki latar belakalg pendidikan yang linier
dengan bidarg tugasnya. Norma ini tidak hanya rekruitmenjabatan struktural tetapi juga untuk rekruitmen jabatan
fungsional.

Ayat (5)

Cukup jeLas-

Pasal 23

Ayat (1)

Informasi kesehatan menyangkut keseluruhan sumberdaya
kesehatan sebagai potensi kekuatan dalam pengelolaan pelayanan
kesehatal, seperti inlormasi SDM Kesehatal, Informasi kondisi
sarana-prasarana Faskes, kemampuan pembiayaan dan
perbekalan kesehatan tetapi juga informasi tentang status
kesehatan, pola penyakit (data epidemiologi), tingkat pemanfaatan
dan penggunaan (utilisasi) Fasilitas kes€hatan serta informasi pota
rujukarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas-

Ayat (3)

Ketentuan ini terkait dengan ketentuan pada ayat (1), semua
jajaran Pemerintah Daerah wajib saling support data/informasi
dalam kerangka keterbukaa-n informasi publik.

Pasal 24

Ayat (l )

Cukup jetas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

*ndfui..$d
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Ayat (3)

Kewenangan koordinator ini untuk
informasi kesehatan di Kabupaten
ketentuan dalam pasa.l 23 ayat (l).

Ayat (4)

menJamin ketersediaan
Ma-[ang, terkait dengan

Kewajibal ini untuk menjamin ketersediaan data/informasi yang
dibutuhkan. pelanggaran ketentuan pada ayat (4) ini dikenakan
sanksi administratif.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat l2l

Penyelaramn dan harmonisasi perlu dilakukan dengar tujuan agar
setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggr atau antar peraturan
daerah (tumpang-tindih, bertentangan atau menimbulkan
pengaturan ganda).

Ayat (3)

Cukupjelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jeLas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasd,27

Ayat (1)

Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administratd
Ayat (2)

Dis€suaikan dengan kewenangan yang dimilki.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Terkait dengar ketentuan dalarn pasaj 35 ayat (2) pelanggar.ar atas
ketentuan ini dikenakal sanksi administratif.

Pasa.l 28

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Sasaran utarna yang ingin dicapai sarnpai Tahun 2025 adalah
Desa Siaga, Desa Laya}< Anak, dan layak LANSIA didukung
meningkatnya kesadaran hdividu, keluarga dan masyarakat dalan
PHBS. Untuk Kebijakan pembangunan kes€hat r difokuskan pada
Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadar Peraturar pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksala Undang_Undang Nomor 6 Taiun 2014
tentarg Desa, khususnya dalarn pasal 34 ayat (2) (terkait
kewenangan lokal desa-kesehatan), pasal 96 (adanya ADD dari
Dana Perimbargan pusat-Daerah minimal 1@/o setelah dikurangi
DAK), Pasal 97 (adanya dana minimal Ltr/o dari PDRD Kabupaten),
Pasal 98 ayat (4) (pemerintah Kabupaten dapat memberikan
bantuan keuangan bersifat khusus pada Desa yg peruntukannya
ditetapkar oleh Bupati), pasal 1O0 (Z@/o ApB Desa untuk
penyelenggaraan pemerintah desa termaauk pemberdayaan
masyarakat desa), Pasal 116 (penyusunan RPJM Desa dan
RKP Desa dalam Musyawarah Desa_partisipatif), pasal 119 (Desa
dapat mengajukan usulan pembiayaan pembalgunan desa),
Pasal 123 (pembangunan Kawasan Desa_penguatan Kapasitas
Masyarakat), Pasal 1 26 (pemberdayaan masyarakat Desa_UKBM),
Pasa.l 128 dan pasal l3O (pendampingan masyaral<at Desa_Teknis
oleh SKPD/Dinkes). Dengan demikial kedepan desa a.kan menjadi
pusat pembangunar, termasuk pembalgunan kesehatan. Oleh
sebab itu SKK ini menempatkan kebijakan pembangunan
kesehatan pada Desa agar semua sumberdaya daera_tr dapat
disinergikan menjadi kekuatan pembangunan, sehingga terwujud
desa siaga, desa sehat darl desa layak anal< untuk tumbuh
kembang.

Ayat (2)

Terkait dengan ayat (1), meskipun secara ekspl.isit di pasal 34
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2OI4 tentalg Oesa,
kewenangan desa diatur, namun untuk kewenangan terkait peran
desa dalam pembangunan kesehatan pertu diananatka!.l dalam
SKK Malaag ini.
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Ayat (3)

Kerangka kebijakan merupakan peta jalan (road" mqpl dari desa.in
ulama (grand desrgn) bagaimana pembargunan desa dan
pembangunan kesehatan didesa per'lu disinergikan, dengan
ukuran hasil yangjelas dan terukur.

Pasal 3l
Arah pembangunan kesehatan daerah ini digunakan dasar dan acuan
dalam penyusunar Program Kesehatan Strategis sebagaimala diatur
dalam Pasal 46.

Pasal 32

Ayat (1)

Masa-lah kesehatan adalah masalah bersama dan tanggung ja*'ab
bersama untuk mengupayakan, memelihara, dan meningkatkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masing-masing sesuai
kewenangan, kemampuan dan kebutuhan berperan aktif
mewujudkan derajat kesehatan tersebut.

Ayat (2)

Dengan Peratural Daerah rentang SKK Malang ini, mal<a
Pemerintah Daerah mengatur, membina, mengarahkan, dan
menyediakan lingkungan yaig memungkinkan setiap orang dapat
hidup sehat melalui tatanan pranata hukum yang memungkinan
setiap orang mengetahur hak dan kewajibannya, memperoleh akses
pelayanar kesehatan yarg bermutu pada fasilitas kesehatan yang
dikelola Pemerintah Daera_h maupun Swasta termasuk akses
informasi, edukasi dan jaminan kesehatan.

Ayat (3)

Untuk menjamin terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan
optimalisasi dan sinergitas komponen sektoral dengal melal<ukan
pengawasan, fasilitasi, membantu dan mengarahkan
penyelengSaraan kesehatan yang efel,.tif, efisien dan produktii

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukupjelas.

Pasal 37

Ayat ( 1)

Cukup jetas
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Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Akreditas RS merupakan upaya standarisasi mutu pelayanan
sesuai ketentuan dalam Pasal 40 Undalg-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit_ Sedangkan sertifikasi terkait
dengan perizinan yajlg dipersyaratlan untuk pendirian dan/atau
operasionalisasi RS maupun perizinan penggunaan alat
menggunakan sumber radiasi, pengion, boiler atau lift.
Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi adminisfasi.

Ayat (4)

Semua FKTP (Klinik utama) atau FKRTL (RS) dalam kedasama
dengan BPJS akan melayani peserta BPJS penerima pBI yang hak
perawatan pada keLas III. Ketentuan ini alan memungkinkan
perikatan ke{asama Fasilitas kesehatan dengan BPJS.
Pelarggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

Ayat (s)

Cukup jel,as.

Pasal 38

Cukupjelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Banyaknya kasus hukum yang terkait pelayanan kesehatan, baik
pada pengelola fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan,
maka kedasama dengan penegak hukum kaitannya dengan
advokasi darr pembinaal.

Pasal 40

Ayat (1)

Institusi pendidikan kesehatar adalah tempat mendidik calon
pelaku SKN, SKP, maupun SKK. Dengan memahami SKK Malarlg
diharapkan setelah lulus dan menjadi tenaga kesehatan akan
menjadi agen perubahan dalam membawa misi perbaikan
lingkungan hidup dan bagaimara berpartisipasi dalam
pembangunan kesehatan.

Ayat (2)

Ketentuan ini terkait dengan Pasal 12 ayat (l), Setiap Institusi
Pendidikan Tinggi melaksanakal Tridarma perguruan Tinggi, salah
satunya dalam bentuk penelitian. Dinas Kesehatan dapat
mengoptimalkan setiap kegiatan Tridarma perguruan Tinggi dalam
pelaksanaal SKK Malang.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukupjelas
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasa] 44

Cukup jelas.

Pasat 45

Huruf a

Bahwa setiap orang di Kabupaten Malang mempunyai hak yang
sarDa secara adil, non dislaiminatif atas akses terhadap
sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintal maupun
Swasta (Dana, tenaga, perbekalan kesehatan, farmasi dan alat
kesehatal serta fasilitas pelayanan kesehatan dan telanologi yarrg
digunaka:r untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan).

Huruf b
Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin bahwa
pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dibedakar berdasarkan
mutu, keamanan dengan harga/tarif layanan yang tedangkau,
tetapi masyarakat diberikan pilihan dari segi fasilitas (atributl.

Huruf c

Pemerintah dan Masyarakat menyediakan variasi pilihan jenis
pelayanal kesehatan sedangkan setiap individu memutuskan
sendiri mana yang akan dipilih. Disinilah peran pemerintah untuk
memberi kesempatan kepada swasta menyediakarr dan
menyelenggarakan pelayanar kesehatan.

Huruf d
Pemerintah mempunyai peran mengawasi, membina, mengatur
agar setiap orang ikut s€rta (kewajibar) menjaga lingkungan
hidupnya sehat.

Huruf e

Hak ini terkait dengal hak pada huruf c, pemerintah dan Swasta
penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban menyediakan
informasi yartg cukup dart memberikan pendidikan kesehatan
tentang arti penting hidup sehat.

Huruf f
Masyarakat yang memutuskan setelah mendapatkan penjelasan
yang cukup atas pilihan jenis pelayanan kesehatan yang
disediakan termasuk segala risikonya. Setelah memutuskan maka
pasien harus menandatangani pernyataan kesediaannya (i\fonned.
cottsen!.

gaEvl!&sDc
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Huruf g

Masyarakat memiliki hak konstitusional atas dirinya sesuai
ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undaag-Undang Nomor 36
Tahun 2OO9 tentang Kesehatan, maka jika merasa setelah
menunaikan kewajibannya tetapi tidak memperoleh hak yarg
diperoleh sesuai pedanjian dar merasa dirugikan maka secara
perdata berhak menuntut ganti rugi. OIeh sebab itu setiap
penyelenggara fasilitas kesehatan harus mengelola risiko dengan
baik.

Pasal 46

Huruf a
Cukup jelas, semua orang berkepentingan untuk menjaga
kesehatan termasuk menjaga lingkungan hidupnya. para
pengusaha limbahnya indu strinya tidak mencemari lingkungal.

Huruf b
Kesalehan sosial, toleransi dan menghargai hak hidup orang Iain
merupakan kewajiban masyarakat lndonesia yang berlandaskan
Pancasila.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kewajiban ini melekat pada Kepala Keluarga atau Kepala/pemilik
Perusalaan untuk memberikan lingkungar hidup yang kondusif,
aman dan sehat agar setiap orang yang menjadi tanggungjawabnya
memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Huruf e

Kewajiban ini melekat pada Kepala Keluarga atau Kepala/pemilik
Perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan termasuk
kewajiban mengikutsertakan sebagai peserta BPJS-Kesehatan.

Pasal 47

Ayat (l)
Pembangunan KesehataJr merupal<ajl bagian dari Pembangunan
Daerah. Oleh karenanya semua Program kesehatan yang ingin
dicapai sesuai Visi-Misi Bupati harus masuk dalam RPJMD
sebagai bagian dari kebija-kan pembangunan 5 tahunan-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Indikator Kineda Utama dalam 5 (lima) tahun pertama adalah
akselerasi capaian sasaran Program Prioritas pembangunan
Kesehatan melalui penguatan Pelayanan PONED, PONEK dan
capaian Pengaru sutamaan Gender (PUG).

Ayat (4)

Indikator Kine.ja Utama Pembiayaal Daerah dalam sektor
kesehatan teralokasikan l0olo (sepuluh persen) dan ditetapkannya
Puskesmas menjadi BLUD seiring dengan RSUD yang sudah
BLUD.
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (71

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas,

Ayat (1o)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pembentukan Badan pertimbangan Kes€hatan Daera_h memenuhi
ketentuan da.lam Pasa.l lT6 ayat (2) Undarg-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkan jika dibutuhkan dapat
dibentuk sampar tingkat kecamatan sebagai Badan yang memberi
pertimbangan pembangunan kesehatan kepada puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (4) Undang_Undang
Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan. pembentukan Badan
Pertimbangan Kesehatal Daerah adalah bentuk komimen daerah
dalarn melibatkan seluruh komponen ba.rlgsa untuk bersama_sama
membangun kesehatan sebagai masalah bersama bargsa dan akan
membawa ke a-ra_h kehidupan yang lebih baik.

Ayar (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dukungan informasi kesehatan akan dibutuhkan sebagai ba}ra!
kajian Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah. Norma pengaturan
kewajiban penyediaan akses informasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 40 dan Pasal 41.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas
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Pasal 50

Ayat (1)

SKK

dalam KUHP atau KUHAP

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Malang ditetapkan dalam mendorong peran serta dEul
parLisipasi masyarakat termasuk dunia usaha sebagai pelaku
pembangunan kesehatan. pelangga-ran ada 2 (dua) kemungkinan,
ketidaktahuan atau kesengajaan. Untuk itu pembinaan da-n
advokasi lebih dikedeparkan daripada penerapan sanksi. Namun
ka.lau ada pelanggaran maka diupayakan dari yang ringan dan
kalau tetap melakukar pelanggaran agar tidak merugikan
masyarakat luas akan dikenakan sanksi administratif terberat.
Pelanggararr yang sifatalya pidana berlaku ketentuan yang diatur


